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ABSTRAK 

ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI’Ī TENTANG 

ZAKAT HARTA PIUTANG 

Oleh : 

Agung Tri Pratama 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan 

manfaat yang demikian yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan 

dengan orang yang berzakat (muzakkī), (mustahiq), harta yang dikeluarkan 

zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Selain itu zakat adalah ibadah 

māliyah ijtimā‟iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan 

menentukan bagi pembangunan kesejahteraan  umat. Zakat diwajibkan apabila 

telah memenuhi syarat wajib yang antara lain, hendaklah beragama Islam, 

merdeka, kepemilikan sempurna, mencapai nishāb dan mencapai haul. 

Berdasarkan syarat wajib itulah terjadi perbedaan antara Imam Mālik dan Imam 

Syāfi‟ī tentang kewajiban zakat atas harta piutang. Menurut Imam Mālik, harta 

piutang tidak diwajibkan zakat setiap tahunnya dan menurut Imam Syāfi‟ī, harta 

tersebut wajib dizakatkan setiap tahunnya. Dari perbedaan pendapat inilah perlu 

dan menarik untuk dikaji untuk dilakukan penelitian tentang pendapat antara 

Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat harta piutang. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa perbedaan dan 

persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat harta 

piutang. Dan apa penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat di antara 

kedua imam mazhab tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persamaan serta perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam 

Syāfi‟ī tentang zakat harta piutang. Dan untuk mengetahui penyebab perbedaan 

antara kedua imam tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang 

penelitian ini bersifat deskriptif  analisis komparatif. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir 

deduktif. Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan 

pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat harta piutang. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa, persamaan 

pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat piutang yaitu, Imam 

Mālik dan Imam Syāfi‟ī berpendapat, bahwa piutang marjū‟ al-adā‟ merupakan 

piutang yang wajib dizakatkan, akan tetapi piutang ghairu marjū‟ al-adā‟ tidak 

wajib mengeluarkan zakatnya. Bahwasanya, zakat diwajibkan atas seseorang yang 

memiliki harta yang telah mencapai kadar nishāb. Dan zakat zakat diwajibkan 

atas seseorang yang memiliki harta yang berstatus milk al-tām (kepemilikan 

sempurna atau penuh) dan  māl al-Nām (harta yang berkembang). 

Perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat 

piutang yaitu, menurut pendangan Imam Mālik, bahwa seseorang tidak 

diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang. Karena harta piutang 

tidak termasuk dalam status al-milk al-tām. Sedangkan, menurut pendangan Imam 



 

Syāfi‟ī, bahwa harta piutang masih termasuk dalam status al-milk al-tām. Imam 

Mālik beristidlāl dengan mengqiyāskan piutang dengan zakat tumbuh-tumbuhan 

dan buah-buahan. Sedangkan, Imam Syāfi‟ī mewajibkan zakat atas zakat piutang 

beliau beristidlāl dengan mengqiyāskannya dengan zakat al-tijārah (harta 

perniagaan). Dan Imam Mālik berpendapat bahwa bagi harta piutang hanya 

diwajibkan satu kali zakat saja apabila harta piutang tersebut telah ia terima dari 

penghutang. Sedangkan pendapat Imam Syāfi‟ī bahwa harta piutang wajib 

dikeluarkan setiap tahunnya.  

Penyebab yang melatarbelakangi perbedaan antara Imam Mālik dan Imam 

Syāfi‟ī yaitu, perbedaan antara kedua imam mazhab dalam memahami al-Qur‟ān 

dan qāidah-qāidah ushūliyyah atau fiqhiyyah,  perbedaan dalam mengartikan milk 

al-tām, perbedaan tentang al-maqīs „alaih (yang diqiyāskan kepadanya), 

perbedaan tentang rahasia dan tujuan zakat, perbedaan pendapat tentang objek 

zakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

َ   ِِ  ذۡ َ َ  حَةٗ ُ َ ّ ِ ُُ  ذۡ وَ ُ  ذۡ   ذۡ
َ
ۗۡ  دَُ ّ ِ ِ   ثَِ ة وَ   ِ  ذۡ   ٍُّ  ذۡ دكََ سَلَٞ    ۖۡ إنٍِّ َ لوَ  َ لِّ عَلَ ذِۡ  ذۡ

 ١٠٣ سَمِ عٌ عَلِ ٌ   للهُ ٱ وَ 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Taubah: 103).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta Timur: 

Suara Agung, 2008), h. 372. 



 

PERSEMBAHAN 

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih 

sayang dan hormat yang tak terhingga kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Joko Trianto, S.T yang selalu berjuang, 

membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa 

depan anaknya dan ibunda Nurmawati yang baik, pemaaf, suci hatinya dan 

yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka. 

2. Mudīr al-Ma‟had Rubath al-Muhibbien, Sayiidi al-Wālid Abuya Umar Abdul 

Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad Syahab yang telah mendidik setiap 

waktu tanpa kenal lelah dan memberikan ilmunya bahkan hartanya untuk para 

santri-santrinya. Al-Syekh al-Murabbī al-Rūh, al-Ustādz Muhammad Syukri 

bin „Ali Syahab dan al-Ustādz Hazwan. 

3. Mudīr al-Ma‟had Darul Ma‟arif, al-Habīb Ahmad Ghazali bin Abdullah al-

Saggaf, yang selama ini selalu mengajak penulis berdiskusi tentang fiqh al-

Muqāranah. 

4. Istriku tercinta Anis Faizah, yang selama penulisan karya ilmiah ini, dialah 

selalu menemani, memberikan semangat dan motifasi sehingga karya ini 

selesai di waktu yang tepat.  

5. Adik-adikku yang tercinta Astri Dwi Ambarwati, S.Pdi, Muhammad Abdul 

Fattah dan Annisa Salsabila terima kasih atas semua dukungan, semangat dan 

kasih sayangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIWAYAT HIDUP 

Agung Tri Pratama lahir di Kota Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 

10 Oktober 1993. Terlahir dari pasangan Joko Trianto dan Nurmawati. Anak 

sulung dari empat bersaudara. 

Penulis menempuh jenjang pendidikannya di Sekolah Negeri 95 Palembang 

di kelas 1 dan melanjutkan banggu sekolahnya di Taman Siswa selama 2 tahun 

yaitu pada tahun 2000 sampai 2002 kemudian melanjutkan ke Madrasah 

Ibtida‟iyah Negeri I Teluk Betung Bandar Lampung (yang sekarang menjadi 

Madrasah Ibtida‟iyah Negeri II Teluk Betung) selama 3 tahun yaitu, pada tahun 

2002 sampai 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Ma‟had 

Rubath al-Muhibbien di Kota Palembang selama 10 tahun, tepatnya pada tahun 

2005 sampai 2015 dan di Ma‟had inilah penulis menganyam pendidikan 

nonformal yaitu paket B dan C. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari‟ah pada tahun 

2015. 

 

Bandar Lampung, 26 Desember 2018 

Penulis, 

 

 

Agung Tri Pratama 

NPM. 1521030449 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T, puji syukur kupanjatkan atas 

segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat 

kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul 

“ANALISIS PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI‟Ī TENTANG 

ZAKAT HARTA PIUTANG” dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam 

disampaikan kepada Rasulullah S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan 

pengikutnya hingga akhir zaman. 

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan 

immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih 

sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini. 

2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap 

terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa. 

3. Dr. H. A. Khumedi Ja‟far S.Ag. M.H. dan Khoiruddin M.S.I selaku ketua dan 

sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

4. Drs. H. M. Said Jamhari, M. Kom. I selaku pembimbing Akademik I dan 

Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi 

selesainya skripsi ini. 

5. Dosen-dosen Fakultas Syari‟ah dan segenap civitas akademika UIN Raden 

Intan Lampung. 

6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan 

yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain. 

7. Keluarga besar Muamalah B angkatan 2015. 



 

8. Rekan-rekan KKN kelompok 54 di Desa Puji Rahayu Kec. Merbau Mataram 

Kab. Lampung Selatan. 

9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung; 

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-

mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para 

pembaca. Āmīn. 

Bandar Lampung, 27 Desember 2018 

Penulis, 

 

 

Agung Tri Pratama 

NPM. 1521030449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR ISI  

COVER ..............................................................................................................    i 

HALAMAN JUDUL .........................................................................................   ii 

ABSTRAK .........................................................................................................  iii 

PERSETUJUAN ................................................................................................   v 

PENGESAHAN .................................................................................................  vi 

MOTTO ............................................................................................................. vii 

PERSEMBAHAN ..............................................................................................viii 

RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................  ix 

KATA PENGANTAR .......................................................................................   x 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xii 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ......................................................................................1 

B. Alasan Memilih Judul .............................................................................2 

C. Latar Belakang Masalah ..........................................................................3 

D. Rumusan Masalah ...................................................................................11 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................11 

F. Metode Penelitian....................................................................................12 

BAB II. LANDASAN TEORI 

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat 

1. Pengertian Zakat .................................................................................17 

2. Dasar Hukum Zakat ............................................................................20 

3. Syarat Wajib dan Sah Zakat ...............................................................23 

4. Harta yang Wajib Dizakatkan.............................................................30 

5. Golongan Penerima Zakat ..................................................................44 

B. Ketentuan Umum Hutang Piutang 

1. Pengertian Hutang Piutang .................................................................52 

2. Dasar Hukum Hutang Piutang ............................................................54 

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang......................................................56 



 

4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Transaksi Hutang Piutang 

 ............................................................................................................57 

BAB III. PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I TENTANG 

ZAKAT BAGI HARTA YANG TERHUTANG 

A. Imam Malik. 

1. Biografi Imam Mālik dan Latar Belakang Pendidikannya ...............59 

2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlāl Imam Mālik .............................61 

3. Karya Serta  Murid Imam Mālik Serta Perkembangan Mazhabnya 

 ...........................................................................................................69 

4. Pendapat Imam Imam Mālik Tentang Zakat Bagi Harta Piutang .....72 

B. Imam Syāfi‟ī. 

1. Biografi Imam Syāfi‟ī dan Latar Belakang Pendidikannya ..............75 

2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlāl Imam Syāfi‟ī ............................78 

3. Karya dan Murid Imam Syāfi‟ī .........................................................84 

4. Pendapat Imam Syāfi‟ī Tentang Zakat Bagi Harta Piutang ..............87 

BAB IV. ANALISIS DATA 

A. Persamaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī Tentang 

Zakat Harta Piutang….……………………………………………….. 90 

B. Perbedaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī Tentang 

Zakat Harta Piutang………………………………………………….. 91 

C. Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī 

Tentang Zakat Harta Piutang………………………………………… 93 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan .............................................................................................99 

B. Saran ........................................................................................................101 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul. 

Dipandang, perlu adanya uraian agar tidak mengalami disinterprestasi atau 

salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai kerangka awal akan 

dijelaskan secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan isi skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Pendapat Imam Mālik dan 

Imam Syāfi‟ī Tentang Zakat Harta Piutang”. 

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk 

perkaranya, dsb).
2
 

2. Pendapat, adalah pikiran; anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang 

suatu hal (seperti orang, peristiwa) kemudian menyimpulkan (sesudah 

mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya.
3
 

3. Imam Mālik, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Imam yang besar dari 

kota Madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqh 

yang terakhir bagi kota Madinah dan juga terakhir bagi fuqahā‟ Madinah.
4
 

4. Imam Syāfi‟ī yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan imam 

yang ketiga menurut susunan tārikh kelahiran yang lahir pada tahun 105 H. 

                                                             
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 

4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.  
3
Departemen Pendidikan Nasional, Ibid, h. 1031. 

4
Ahmad al-Syurbasī, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Jakarta: Amzah, 2008), h. 

71.  



 

Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadīts dan pembaharu dalam agama 

(mujaddid) dalam abad kedua Hijriyyah.
5
 

5. Kewajiban Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah S.W.T yang 

dikeluarkan seseorang (muzakkī) kepada orang yang berhak menerimanya 

(mustahiq). Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk 

memperoleh keberkahan, membersihakan jiwa dan memupuknya dengan 

berbagai kebaikan.
6
 

6. Piutang, adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang)
7
 

atau hak untuk menerima pembayaran.
8
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud 

judul penelitian ini adalah menganalisis pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī 

tentang zakat bagi harta piutang, yang kemudian akan dikomparasikan di antara 

kedua Imam tersebut. 

B. Alasan Memilih Judul. 

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Obyektif 

a. Karena zakat wajib dikeluarkan oleh siapa saja yang memiliki harta dengan 

kriteria kepemilikan penuh (milk al-tām), sampainya nishāb (bulūgh al-

nishāb) dan mencapai satu tahun (haul). Dan terjadi perbedaan pendapat 

mengenai zakat bagi harta piutang yang dipandang oleh Imam Mālik dan 

Imam Syāfi‟ī. 

                                                             
5
Ibid, h. 139. 

6
Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz I (Beirut: Dār al-Kitāb al-„Arabī, 1977), h. 5. 

7
Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit.,  h. 1083. 

8
Viswandro, Kamus Istilah Hukum (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 150. 



 

b. Karena sejauh literatul yang penulis baca, belum pernah ditemukan  

perbedaan pendapat antara empat imam mazhab tentang zakat harta piutang 

yang membahas secara sharīh (jelas), kecuali perbedaan pendapat yang 

terjadi antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī. 

c. Karena pernah bahkan sering terjadi perbedaan pendapat antara imam 

mazhab dan penganut mazhabnya, seperti perbedaan pendapat antara Imam 

Syāfi‟ī dan Imam Nawawī dalam permasalahan furū‟iyyah/‟amaliyyah. Oleh 

karena itu penulis lebih tertarik untuk menitikfokuskan pembahasan ini 

terhadap pendapat individual antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī. 

d. Karena judul skripsi ini belum pernah dibahas, oleh karena itu perlu untuk 

mengkaji dan membahasnya. 

2. Alasan Subjektif 

a. Dari aspek yang diteliti oleh penulis mengenai permasalahan tersebut serta 

dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum 

banyak yang mengkaji oleh karena itu perlu untuk mengkajinya serta judul 

yang akan diangkat ada relefansinya dengan jurusan Mu‟amalah. 

C. Latar Belakang Masalah. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, zakat juga merupakan 

pilar utama ajaran Islam ketiga setelah dua kalimat syahadat dan salat.
9
 Hal ini 

                                                             
9
Syaikh Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, Ensiklopedi Puasa dan Zakat, terjemahan 

Abū Syafīq dkk (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h. 145. 



 

sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh sahabat „Umar bin 

Khattāb: 

نْ   شََ ةدَةِ : ثُِ َ اِْ سَْ ُ  َ َ َ ٍْ  
َ
نٍّ   للهُ   إِ ٍّ  إَِ َ  َ    

َ
ً ا رسَُوُْ    وَ   إِ َةِ   وَ    للهِ   ُ َمٍّ

 ِ َ ة ِ  وَ   ا لٍّ َ ة  10.(رَوَاهُ الْبُخَةريِ)  َ وِْ  رََ َ ةنَ   وَ  ظَشِّ الـْ وَ  إِْ ذَةاِ ا  ٍّ

“Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni 

mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan 

zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadhan” (H.R. Bukhārī). 

 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan 

manfaat yang demikian yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan 

dengan orang yang berzakat (muzakkī), penerimanya (mustahiq), harta yang 

dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.
11

 Selain itu zakat 

adalah ibadah māliyah ijtimā‟iyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, 

dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini 

memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi 

umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang kuat dan kompleks, 

bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual dan ukhrawī, melainkan juga nilai-

nilai ekonomi duniawī.
12

 

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, 

sesuai dengan nama zakat itu sendiri di samping al-thathīr atau mensucikan 

terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan 

                                                             
10

Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhārī (Damaskus: Dar Ibn Katsīr, 2002), 

h. 12. 
11

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 

9. 
12

Masnun Tahir & Suziana Elly Triantini, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Dalam 
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masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu 

dimensi habl min Allah (hubungan secara vertikal) dan dimensi habl min al-nās 

(hubungan secara horizontal).
13

Adapun hikmah dalam berzakat baik yang 

berhubungan dengan manusia dan Tuhannya maupun hubungan sosial 

kemasyrakatan, antara lain: 

Pertama, zakat merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang menjadi 

penghuni surga. Allah S.W.T berfirman:  

ذۡمُذٍّ ِ َ  إنٍِّ  ُ  ذۡ َ نوُاْ قَجذۡلَ ذَ  كَِ ١٥ فِِ صَنٍّ خٖ وعَُُ ونٍ ٱ  ۚۡ إنٍِّ  اَاِ ِ يَ  َ ةٓ اَادىَ ُ  ذۡ رَبَُّ  ذۡ
ْ  ١٦ُ ذۡسِنَِ   ذۡلِ   َلِ  ةٗ ّ َِ  َ نوُا ضَعُونَ ٱٱٍّ عَةرِ بِ   وَ ١٧ َ ة َ  ذۡ سذۡ

َ فُِ ونَ ٱٱذۡ ذَغذۡ  فِِٓ  وَ  ١٨ ُ  ذۡ يسَذۡ
ةٓ لِِ وَ  َ   ِِ  ذۡ ظَّ ٞ لّلِسٍّ  ذۡ

َ
ُ و ِ    ذۡمَعذۡ   ١٩ ٱ 

“15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman 

(surga) dan mata air-mata air. 16. sambil menerima segala pemberian Rabb 

mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang 

berbuat kebaikan. 17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. 18. 

Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. 19. Dan pada 

harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin 

yang tidak mendapat bagian”(Al-Dzariyyat: 15-19). 
Kedua, zakat merupakan salah sifat orang-orang beriman yang berhak menerima 

rahmat Allah S.W.T. Ketiga, Allah S.W.T menumbuhkembangkan harta zakat 

bagi orang yang membayarkannya. Keempat, zakat adalah sebab turunnya 

berbagai kebaikan, dan sebaliknya tidak mengeluarkannya menjadi sebab 

terhalangnya berbagai kebaikan. Kelima, zakat menghapuskan kesalahan dan 
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dosa-dosa. Keenam, zakat mensucikan akhlak pembayarnya dan melapangkan 

dadanya.
14

 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban 

berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh al-Qur‟ān, al- Sunnah, dan ijmā‟ 

(kesepakatan) ulama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa zakat merupakan salah 

satu kewajiaban yang mutlak bagi golongan orang yang telah memenuhi kriteria 

kewajiban berzakat, anjuran untuk menunaikan zakat sangatlah tegas, bahkan al-

Qur‟ān sendiri menyebutkan 30 kali dan 27 kali di antaranya disebutkan 

beriringan dengan kata salat.
15

 Karena itu, Khalīfah Abū Bakar al-Shiddīq 

bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan 

zakat.
16

 Hal ini menunjukan bahwa meningalkan kewajiban zakat adalah suatu 

kedurhakaan, bahkan sampai kepada tingkatan kekufuran. Sebagaimana firman 

Allah S.W.T:  

ْ  وَ  قِ مُْوا
َ
ةَ    لوَ  ۚۡ اَادوُاْ   وَ ٱ لٍّ ةَ َ و    ١١٠ ٱ  ٍّ

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat…” (Q.S Al-Baqarah: 110). 

Imam al- Ghazālī mengatakan: Allah dan Rasul-Nya membuat syari‟at 

dengan beberapa tujuan (maqāsid al-syarī‟ah), yaitu: 

1. Hifz al- dīn, untuk memelihara agama. 

2. Hifz al- „aql, untuk menjaga akal. 

3. Hifz al- nafs, untuk menjaga jiwa. 
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4. Hifz al- nasl, untuk menjaga keturunan. 

5. Hifz al- māl, untuk menjaga harta. 

Jika rumusan al-Ghāzālī ini dikaitkan dengan turunnya perintah zakat, maka 

kewajiban berzakat itu, paling tidak dimaksudkan untuk menjaga tiga persoalan 

pokok. Ketiga persoalan itu adalah hifz al dīn, untuk memelihara agama, hifz al 

nafs, untuk menjaga jiwa, dan hifz al māl, untuk menjaga harta.
17

 

Selanjutnya, para ulama‟ berbeda pendapat tentang zakat bagi harta piutang. 

Syekh Muhammad al-Madanī dalam bukunya asbāb ikhtilāf al-fuqahā‟, membagi 

sebab-sebab ikhtilāf  itu kepada empat macam, yaitu: 

1. Pemahaman al-Qur‟ān dan al- Sunnah Rasulullah S.A.W. 

2. Sebab-sebab khusus tentang al- Sunnah Rasulullah SAW. 

3. Sebab-sebab yang bekenaan dengan qāidah-qāidah ushūliyyah atau fiqhiyyah. 

4. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur‟ān dan 

Sunnah Rasulullah S.A.W.
18

 

Secara etimologis fiqhiyyah, ikhtilāf merupakan term yang diambil dari 

bahasa Arab yang berarti: berselisih, tidak sepaham, sedangkan secara 

terminologis fiqhiyyah, ikhtilāf adalah perselisihan paham atau pendapat di 

kalangan para ulama‟ fiqh sebagai hasil ijtihād untuk mendapatkan dan 

menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian masalah ikhtilāf 

merupakan masalah ijtihād sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum 
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Islam.
19

 Akan tetapi para ulama‟ dalam syarat wajib zakat hanya memberikan 

defenisi secara global, yaitu antara lain, zakat adalah wajib atas orang merdeka 

yang muslim, bāligh dan berakal ketika ia memiliki harta dengan kepemilikan 

yang sempurna yang sudah sampai nishābnya dan telah mencapai haul. 

Imam Mālik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama‟ sebagai „ālim 

besar dalam ilmu hadīts. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama‟, di antaranya 

Imam Syāfi‟ī yang mengatakan, “Apabila datang kepadamu hadīst dari Imam 

Mālik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu”.
20

 

Imam Mālik dikenal adalah seseorang yang terkenal „ālim besar, tetapi amat 

berhati-hati dan amat teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama 

dalam urusan riwayat yang dikatakan hadīts dari Rasulullah S.A.W. Beberapa 

ulama‟ meriwayatkan, Imam Mālik berkata: “Saya tidak akan memberi fatwa-

fatwa dan meriwayatkan hadīst, sehingga tujuh puluh ulama‟ membenarkan dan 

mengakui”.
21

Imam Mālik dalam menentukan hukum fiqhnya lebih banyak 

menggunakan atsār dibandingkan ra‟yi.
22

 Adapun metode istidlāl Imam Mālik 

dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada: pertama,  al-Qur‟ān, 

dalam memegang al-Qur‟ān ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas 

dzāhir nash al-Qur‟ān atau keumumannya, meliputi mafhūm al-muhkālafah dan 

mafhūm al-aulā dengan memperhatikan illahnya. Kedua, al- sunnah, dalam 

berpegangan kepada al- sunnah sebagai dasar hukum, Imam Mālik mengikuti cara 

yang dilakukannya dalam berpegangan kepada al-Qur‟ān. Apabila dalil syar‟ī 
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menghendaki adanya penta‟wīlan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti 

ta‟wīl tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna dzhāhir al-Qur‟ān 

dengan makna yang terkandung dalam al- Sunnah sekalipun syahir (jelas) maka 

yang dipegang adalah makna dzhāhir al-Qur‟ān. Tetapi apabila makna yang 

dikandung oleh al-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijmā‟ ahl al-Madīnah, maka 

beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada 

dzhāhir al-Qur‟ān (sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah al-mutawātirah 

atau al-masyhūrah). Ketiga, Ijmā‟ ahl al-Madīnah. Keempat, fatwa sahabat. 

Kelima, Khabar āhād dan qiyās. Keenam, al-Istihsān. Ketujuh, al-Maslahah al-

Mursalah. Kedelapan, sad al-zarā‟i. Kesembilan, istishāb. Kesepuluh, syar‟u man 

qablanā syar‟un lanā.
23

 

Imam Syāfi‟ī adalah seorang ulama‟ besar yang dilahirkan pada tahun 105 

H di kota Gaza Palestina. Kemudian beliau menuntut ilmu di kota Makkah dengan 

gurunya yaitu, Imam Khālid bin Muslim seorang mufti Makkah, Fudhail bin 

„Iyyād, Sufyān bin „Uyaynah dan lain-lainya. Setelah itu beliau pergi ke kota 

Madinah pada saat berumur 12 tahun dan beliau menghafal kitab al-Muwattha‟ 

karya Imam Mālik selama sembilan hari dan beliau adalah murid terbaik Imam 

Mālik.
24

 Imam Syāfi‟ī ketika dewasanya telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. 

Pemahaman pemikiran bahasa yang tepat dan benar hingga pola pikir yang cerdas 

melekat sebagai ciri khasnya. Imam Syāfi‟ī dapat memadukan antara atsār dan 

ra‟yi menjadi satu pemahaman. Dalil-dalil yang difatwakannya didapat dengan 

metode isthinbhāt di mana beliau sangat mengutamakan kebenaran di atas 
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segalanya. Tingkatan ini disebut sebagai tingkatan mujtahid mutlaq.
25

 Adapun 

Imam Syāfi‟ī dalam pola pemikirannya serta metode istidlālnya menjadikan al-

Qur‟ān landasan yang paling pertama, dan landasan selanjutnya al- Sunnah, ijmā‟ 

dan qiyās. Hal ini ditegaskan oleh beliau dalam kitabnya al-Risalāh: 

حِ الْعِلِْ  وَ  وْ ظَُ َ   إِ ٍّ ِ ْ  صِ ٍّ
َ
ثًَ ا فِِ شَ ئٍْ ظَلٍّ   

َ
نْ َ ُ وَْ  أ

َ
ظٍَ   

َ
ةفعِِِ لَيَْ  ٱِ  َةَ  ا شٍّ
حُ الْعِلِْ  اَْ ََ ُ فِِ  وِ الْ َِ ةسِ :صِ ٍّ

َ
وِ اِْ ْ َةاِ   

َ
وِ ا سَّ ٍّحِ   

َ
. اْ لِذَةبِِ  

26 

“… Berkata Imam Syāfi‟ī: tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum 

selamanya, ini halal ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. 

Pengetahuan itu adalah  al-kitāb (al-Qur‟an), al-Sunnah, ijmā‟ dan qiyās…” 

 

Perbedaan pendapat kewajiban zakat bagi harta piutang ini disebabkan 

karena perbedaan pendapat tentang ketentuan kepemilikan penuh (milk at-tām) 

dan harta yang berkembang (māl al-nām) sebagai syarat wajib zakat. Dengan 

demikian Imam Mālik berpendapat tidak wajib membayar zakat bagi harta 

piutang. Hal ini beliau tegaskan dalam kitabnya Al-muwattha‟: 

 َ   ُ ْ
َ
نٍّ َ ةظِجَُ   َ  عِ َْ نةَ فِِ   ِ ْ ِ  اْ ذَِ َ    َةَ  َ ة كٌِ اٱَ

َ
ْـِ    ي ظَتٍَّّ  يَُ ّ ِ ْ ِ  ااٍّ

.َ ْ جَِ  ُ 
27 

“… Berkata Mālik: Permasalahan yang tidak ada perbedaan dalam mazhab kami 

terhadap piutang bahwa pemiliknya tidak menzakatinya sampai ia menerima 

piutangnya…”.  

 
Berseberangan dengan pendapat Imam Mālik, Imam Syāfi‟ī berpendapat 

bahwa wajib membayar zakat bagi harta yang piutang. Hal inipun beliau tegaskan 

dalam kitabnya al-Umm: 
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ةفعِِِ رحََُِِ   ...“ ْ ُ   ِ صَُلٍ غََ جًِة عَـ ُْ  َ ُ وَ َ مَة دلَُوْنُ   للهُ  َةَ  ا شٍّ  َ عَةلََ وَ إذَِا َ نَ ااٍّ
ٍ زََ ةٌ  ااّضَِةرَةُ َ ُ غََ جَِحً وَ ا وَدِْ عَحُ 

 ...وَ فِِ ُ ّ
28 

“…Imam Syāfi‟ī berkata: apabila seseorang mempunyai piutang yang masih 

berada di tangan orang lain, maka hal ini sama seperti perniagaan dan wadī‟ah 

(titipan)  yang masih di tangan orang lain. Dan semuanya wajib dizakati…”  

Berawal dari perbedaan pendapat Imam  Mālik dan Imam Syāfi‟ī  inilah 

maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang isthinbāth hukum kedua 

tokoh ulama‟ tersebut sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang zakat bagi 

harta piutang. 

D. Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī 

tentang zakat bagi harta piutang dengan dalil serta argumen mereka masing-

masing ?  

2. Bagaimana perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi‟i 

tentang zakat bagi harta piutang dengan dalil serta argumen mereka masing-

masing ? 

3. Apa penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Imam 

Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat bagi harta piutang ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 
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Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi focus 

penelitian adalah sebagai berikut : 

 Bagaimana persamaan, perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam 

Syāfi‟ī tentang zakat harta piutang berserta dalil serta argument mereka masing-

masing dan apa penyebab perbedaan pendapat antara keduanya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Untuk memberikan wawasan pemikiran kepada masyrakat khususnya 

bagi umat Islam terkait pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang 

zakat harta piutang. 

b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu melengkapi salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah di 

Universitas Islam Negeri Lampung. 

F. Metode Penelitian. 

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang 

digunakan adalah : 

1. Jenis Penelitian. 

 Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh 

berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan manusia 

dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi.
29

 Penelitian 

ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan di 
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ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber 

dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-

majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-

dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan 

untuk menyusun laporan ilmiah.
30

 

 Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta 

mendapatkan konsep para ulama‟ sebagai landasan teori-teori dari skripsi ini. 

2. Sifat Penelitian. 

 Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan 

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.
31

 Kaitannya dengan penelitian ini 

adalah untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam mengenai 

zakat bagi harta piutang. Maka dalam penelitian ini mencoba memahami 

perbedaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī mengenai zakat harta piutang. 

Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif-komparatif, di mana penulis membuat pencandraan 

(deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pandangan Imam Mālik 

dan Imam Syāfi‟ī mengenai zakat harta piutang, kemudian dibandingkan 

(komparasi) dan dianalisa berdasarkan data primer dan sekunder untuk mencari 

sebab yang melatarbelakangi pandangan di antara mereka. 
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3. Data dan Sumber Data. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan 

meliputi : 

a. Bahan Primer 

Dalam hal ini data primer yang diperoleh bersumber pada al-Qur‟ān dan al-

hadīts, kitab al-Muwattha‟ yang merupakan karangan Imam Mālik bin Ānas dan 

kitab al-Umm merupakan kitab monumental hasil karya Imam Syāfi‟ī. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, 

pengumpulan data ini diperoleh dari kitab-kitab para yang dikarang oleh Ashāb 

Mālikiyyah dan Syāfi‟iyyah, buku-buku fiqh al-zakāh dan fiqh al-mu‟āmalah, 

jurnal dan  pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain dari judul-judul skripsi yang 

berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. 

G. Metode Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 

oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara 

membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel 

dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini 



 

penulis mengumpulkan data dari berbagai refrensi yang ada kaitannya dengan 

masalah-masalah dalam skripsi ini. 

1. Pengolahan Data. 

Setelah data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah 

dengan cara : 

a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan 

masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan. 

b. Sistemasisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
32

 

2. Metode Analisis Data. 

Dalam hal ini digunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan 

Taylor “…metode kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

orang yang dapat diamati…”
33

 

Sejalan dengan definisi tersebut Krik dan Muler mendefinisikan bahwa jenis 

penelitian kualitatif “...adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya...”.
34
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Jenis penelitian kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan 

analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-

angka. Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara 

berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan 

pendapat antara Imam Mālik dengan Imam Syāfi‟ī mengenai kewajiban zakat bagi 

harta piutang. 

Dalam metode ini dibandingkan perbedaan antara Imam Mālik dengan 

Imam Syāfi‟ī mengenai kewajiban zakat bagi harta piutang, dari metode ini 

diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab 

permasalahan di atas. 

 

  



 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat. 

1. Pengertian Zakat. 

Zakat secara etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu: zakkā yuzakkī yang 

memiliki beberapa makna, antara lain: 

a. Al-thathīr (mensucikan)
35

, sesuai dengan firman Allah SWT: 

ى َ ة   فذۡلَطَ َ   زَ ٍّ
َ
  ٩ َ ذۡ  

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (Q.S. Al-Syams: 9). 

 

b. Al-madh (memuji)
36

, sesuai dengan firman Allah SWT: 

لَُ  ثمَِِ   عذۡ
َ
ۖۡ ُ وَ   نفُسَلُ ذۡ

َ
وٓاْ   َ   فََ  دَُ  َّ   ٣٢ ٱ ٍّ

“Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang 

orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Najm: 32). 

 

c. Al-„amal al-shālih (perbuatan yang baik)
37

, sesuai dengan firman Allah SWT: 

 ٓ نةَ رَدذۡ
َ
ةةٗ وَ فَ  ةٗ  ّ ِ ذُۡ  زََ و  نْ ُ جذِۡ  َُ مَة رَبَُّ مَة َ  ذۡ

َ
ة     ةٗ  ذَۡ بَ رحُِذۡ

َ
 ٨١  

“Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak 

lain yang lebih baik kesholehannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih 

sayangnya (kepada ibu bapaknya)” (Q.S. Al-Kahfi: 81). 

 

d. Al-ziyādah (bertambah)
38

, sebagaimana wasiat yang dikatakan oleh sahabat 

„Alī bin Abī Thālib kepada Kumail bin Ziyād al-Nakhāi: 
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نْفَةاِ َ َ وَ العِْلُْ  يَْ ُ و   39 .اْ ِ

“Dan ilmu akan bertambah dengan cara diinfakkan” 

Sedangkan zakat menurut termonologi, Ibn Qāsim Al-Ghazzī memberikan  

definisi sebagai berikut: 

 ْـَُ  ِ ْ  َ ة ٍ إِ  َ لُوٍْ  عََ  وصَْ ِ َ لُْوٍْ  يصَُُْْ  لَِ ة ـِفَحٍ  سٌْ   مَِةٍ  َ لُْوٍْ  يـُ
.َ لُْوَْ حٍ 

40 

“Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara 

tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu” 

Adapun al-Hāfidz Ibn Hajar al-Asqalāni memberikan definisi, yaitu: 

.إعَِْ ةاُ صُ اٍْ ِ َ  االَِّةبِ ااَْوِْ  إلََِ فَ ِْ ٍ وَ  َ وْهِِ َ ْ ُ َ ةشِِ  وَ ُ َ لِِّ  
41 

“Zakat adalah memberikan sebagian harta dari nishāb yang dihitung setiap 

tahunnya, diberikan kepada orang miskin dan semisalnya selain keturunan 

hasyim dan mutthalib” 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (K.H.E.S), pada buku III bab I 

pasal 657 ayat I menjelaskan, yang dimaksud dengan: “Zakat adalah harta yang 

wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki muslim untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya”.
42

 

Dari ketiga definisi di atas, setidaknya ada tiga prinsip yang terkandung 

dalam istilah zakat: 

a. Zakat adalah hak yang telah ditentukan. 
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Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (Bandung: Fokus Media, 
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b. Zakat dipungut pada sebagian harta tertentu, maksudnya pada jenis harta yang 

berkembang, seperti pungutan atas hasil bumi dan binatang ternak. 

c. Zakat diberikan untuk golongan/kelompok tertentu. 

d. Zakat dipungut setelah mencapai nilai nishāb. 

e. Zakat harta (zakāh al-māl) adalah pungutan tahunan (haul).
43

 

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, maka dalam hal ini dapat diuraikan 

bahwa pungutan zakat diberlakukan atas beberapa harta kekayaan. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam kitabnya al-Fiqh al-Islāmī Wa 

Adillatuh bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu:  

a. Al-Nuqūd (emas dan perak). 

b. Al-Mā‟din Wa al-Rikāz (barang tambang dan barang peninggalan kuno). 

c. „Urūdh al-Tijārah (harta perniagaan). 

d.  Al- Zurū‟ Wa al-Tsimār (tanaman dan buah-buahan). 

e. Al-An‟ām (hewan ternak).
44

 

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang 

meliputi harta dalam bentuk tertentu dan kriteria tertentu, yang wajib dikeluarkan 

oleh muzakī, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya 

(mustahiq) ketika sudah mencapai haul dan mencapai nishāb, dengan tujuan 

untuk membersihkan harta dan menghilangan sifat tamak dan kikir dari diri 

muzakī. 
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2. Dasar Hukum Zakat. 

Sebagaimana diketahui bahwa zakat merupakan „ibadāh māliyah al-

ijtimā‟iyyah yaitu ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi habl min 

Allah (hubungan secara vertikal) dan dimensi habl min al-nās (hubungan secara 

horizontal), maka seharusnya zakat memiliki dasar hukum hukum yang kuat yang 

bersumber dari al-Qur‟ān atau al-Hadīst karena suatu ibadah hanya dapat dan 

boleh dilaksanakan apabila terdapat dalil atau dasar hukum yang menjelaskannya. 

Hal ini sesuai dengan qāidah al-fiqhiyyah yang berbunyi: 

ْ لُ فِِ العِْجَةدَاتِ 
َ
ةراُِ اٱَْ .اَ مَْ عُْ وَ ااََْ ُ  إِ ٍّ َ ة صَةاَ ثِ ِ ا شٍّ

45  

“Asal sesuatu dalam perkara ibadah adalah dicegah dan dilarang sampai adanya  

dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya” 

 

Mengenai dasar hukum zakat ini, sering didapati dalam al-Qur‟ān dan al-

Hadīst dengan beberapa redaksi yang berbeda namun mengandung makna yang 

sama, yaitu antara lain: 

a. Zakāh
46

, sebagaimana firman Allah SWT: 

قِ مُْوْا وَ 
َ
ةَ    لوَ  ةَ اَادوُاْ   وَ ٱ لٍّ َ و    ٤٣ ...ٱ  ٍّ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-orang yang 

ruku‟” (Q.S. Al-Baqarah: 43). 

 

b. Shadaqah
47

, sebagaimana firman Allah SWT: 
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 َ ذۡ 
َ
نٍّ أ

َ
لَمُوٓاْ   جَلُ    للهَ  َ عذۡ بحََ ُ وَ َ  ذۡ ِ ٱاٍّوذۡ ُ ُ    وَ ۦ عَ ذۡ عِجَةدِه

ذۡ
َ َ  خِ يَ  نٍّ   وَ ٱ لٍّ

َ
ُ وَ    للهَ  

ابُ    ١٠٤ ٱ  ٍّظِ  ُ  ٱاٍّوٍّ
“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-

hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat 

lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Taubah: 104). 

 

Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa makna dari kalimat di atas adalah kewajiban 

mengambil atau memungut harta dari orang-orang yang kaya, makna ini 

merupakan pendapat para mayoritas fuqahā‟ dan ini merupakan pendapat yang 

benar.
48

 

c. Haq
49

, sebagaimana firman Allah SWT: 

 ِ  ذۡمََ  وَ ۦٓ ُ وُاْ ِ   َ مَ هِ
َ
ِ   إذَِآ أ ُ  يوَذَۡ  ظَلَةدِه   ١٤١ ۡۦۖ اَادوُاْ ظَ ٍّ

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin)” (Q.S. Al-An‟am: 141). 

 

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah S.W.T memerintahkan untuk menunaikan 

kewajiban zakat ketika hari panen raya, yaitu waktu untuk memetik hasil panen 

setelah matang.
50

 Dan sebagian mufassir berpendapat, maksud dari ayat ini adalah 

himbauan agar bertekad untuk mengeluarkan zakat, menjadikan tujuan serta 

memperhatikannya ketika hari panen sehingga tidak menunda-nunda 

mengeluarkan zakat pada awal waktu yang memungkinkan untuk 

menunaikannya.
51
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d. Nafaqah
52

, sebagaimana firman Allah SWT: 

ِي َ وَ  ونَ  ٱٱٍّ نُِِ َ تَ  يلَذۡ حَ  وَ ٱٱٍّ ذُۡ   فتََ   للهِ َ  يُ فُِ ونََ ة فِِ سَبِ لِ   وَ  ٱلذۡفِ ٍّ ٱِمٖ شِّّ
َ
 ثعََِ ابٍ  

٣٤  
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada 

jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. Al-Taubah: 34) 

 

e. Afwu
53

, sebagaimana firman Allah SWT: 

وَ  ُ  ِ  ُ  ذۡ بِ   وَ ٱلذۡعَفذۡ
ذۡ
عذۡ ضِذۡ عَِ    وَ ٱلذۡعُ ذِۡ   

َ
  ١٩٩ ٱلذَۡ  ِ لِ َ  

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, serta 

berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Q.S. Al-A‟raf: 199). 

 

Imam al-Qhurthubī mengatakan dalam kitab tafsirnya al-Jāmi‟ li al-Ahkām al-Qur‟ān 

bahwa sebagian mufassir mengartikan kalimat tersebut dengan zakat, karena zakat 

merupakan sesuatu yang sedikit dari yang banyak.
54

 

Dalam hadīts Rasulullah S.A.W pun dijelaskan tentang kewajiban zakat, 

antara lain hadīts yang diriwayatkan dari sahabat dari Ibnu Abbas: 

ثوُْ سُفَْ ةنَ رَِ َ 
َ
زَِ  أ   : َ َ ةَ    عَلَ ْ ِ وَ سَلٍّ َ   للهُ  َ لٍَّّ عَ ُْ  فََ َ َ  ظَِ يرَْ ااٍِّ     للهُ  ظَ ٍّ

لحَِ وَ الْعِفَةِ   َ ةِ وَ ا لِّ َ ةِ وَ ا  ٍّ ُ ُ نةَ ثةِ لٍّ
ْ
.يَ 

55  

“Telah berkata kepadaku Abū Sufyān R.A menyebutkan hadīts Nabi S.A.W, maka Nabi 

yang memerintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung 

silaturahim dan menjaga diri (iffah). 

 

Dalam hadīts lain yang berbunyi:  
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نٍّ ااٍِّ    للهُ  ثِْ  عَجٍّةسٍ رَِ    للهِ عَْ  عَجِْ  
َ
ا ُ عَةذً  عَلَ ْ ِ وَ سَلٍَّ  بَعَرَ   للهُ َ لٍَّّ   عَ ُْ مَة  

نْ َ  إَِ َ إِ ٍّ شََ ةدَةِ ادْعُُ ْ  إلََِ  :إلََِ اٱَْمَِ  َ َ ةَ    عَ ْ ُ   للهُ رَِ  
َ
ّ ِ   للهُ  

َ
   للهِ رسَُوُْ    وَ أ

طَةعُوْا
َ
عْلمُِْ  ْ فَإنِْ ُ ْ   

َ
ا كَِ فَ  نٍّ  ٱَِ

َ
ِ يوَْمٍ وَ دَ َ ْ  ا    للهَ   

ضَ عَلَ ِْ ْ  َ َْ  َ لوََاتٍ فِِ ُ ّ
طَةعُوْا

َ
عْلمُِْ  ْ ٱَلْحٍَ فَإنِْ ُ ْ   

َ
ا كَِ فَ  نٍّ  ٱَِ

َ
ْ واِ ِِ ْ  ضَ عَلَ ِْ ْ  َ َ  حًَ دَ َ ْ   ا  للهَ    

َ
 ْـَُ  فِِ   دـُ

ْ  َِ ةاِ ِ ْ 
َ
56(.رَوَاهُ الْبُخَةريِ) دَُ دَّ َ َ  ُ َ َ ااِ ِ ْ  َ  ِ ْ   

 

 “Dari „Abdullah bin „Abbās R.A  berkata: bahwasanya Rasulallah S.A.W mengutus 

Mu‟ādz ke kota Yaman dab Beliau berkata: ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat 

pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 

lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan 

bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang 

kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir” (H.R Bukhārī). 

 

Berdasarkan ayat-ayat dan hadīts di atas yang menjelaskan secara tegas, 

bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu rukun Islam 

yang apabila tidak dilaksanakan maka akan goyahlah agamanya. Tidak hanya itu 

kehidupan bersosial dan bermasyarakat pun akan mulai merenggang karena tidak 

adanya rasa peduli antara sesama untuk berbagi, sebagaimana telah dijelaskan di 

atas bahwa zakat adalah suatu ibadah māliyah al-ijtimāiyyah yang apabila 

seeorang menunaikannya akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu keutamaan 

beribadah dengan menjalankan perintah Allah S.W.T dan keutamaan berbagi 

kepada sesama, hal ini sesuai dengan qāidah fiqhiyyah: 

كْثَََ فعًِْ   َ ة
َ
كْثَََ فَْ  ً   َ نَ  

َ
.َ نَ  

57 
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“Sesuatu yang lebih banyak perkerjaannya maka lebih banyak pula keutamaannya”. 

 

3. Syarat-syarat Wajib dan Sah Zakat. 

Zakat pada harta tidak wajib dan sah dikeluarkan kecuali bila telah 

memenuhi beberapa syarat. Di antara hikmah Allah S.W.T dalam mewajibkan 

syariat-syariatnya adalah dengan menjadikan syariat tersebut tidak wajib kecuali 

dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan dengan tertib. Apabila segala 

sesuatu tidak ada syaratnya, tentu memiliki kemungkinan wajib dan tidak wajib.
58

 

Adapun syarat-syarat wajib zakat terbagi menjadi dua, yaitu: syarat sah dan syarat 

wajib. Syarat sahnya membayar zakat adalah: 

a. Niat. 

Para ulama‟ telah sepakat bahwa salah satu syarat sah membayar zakat 

adalah niat, karena niat inilah yang membedakan penunaian dari kafarat, diyah 

dan shadaqah-shadaqah lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah  S.A.W 

yang berbunyi: 

ةبِ رَِ    عَلَ ْ ِ وَ سَلٍَّ    للهُ  َ لٍَّّ   للهِ  عَ ُْ   َةَ  سَمِعْخُ رسَُوَْ    للهُ عَْ  عُمََ  ثِْ  اْ َ ٍّ
ِ اْ  ئٍِ َ ة نوََي  :َ ُ وُْ  

مَة لكُِّ عْمَةُ  ثةِاـِّـّ ةِتِ وَ إنٍِّ
َ
مَة اٱْ نَْ ة  إنٍِّ  َ مَْ  َ نَ  ضَِْ دُُ   لِدَّ

ةٍ ُ  لِْعَُ ة فَِ ضَْ دُُ  إلََِ َ ة َ ةصََ  إٱَِْ ِ 
َ
وْ إلََِ اْ َ  

َ
59.(رَوَاهُ الْبُخَةريِ)يلُِ جَُْ ة  

 

“Dari „Umar bin Khatāb R.A berkata: Aku mendengar Rasulullah S.A.W  

bersabda: Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya dan 

setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan” (H.R. Bukhārī). 

b. Memberikan Kepemilikan. 
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Memberikan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya 

merupakan syarat sah untuk berzakat. Dasar hukum syarat sah ini yaitu firman 

Allah S.W.T. yang berbunyi: 

قِ مُْوْا
َ
ةَ  وَ   لوَ  ةَ اَادوُاْ   وَ ٱ لٍّ َ و  طِ عُْواْ   وَ ٱ  ٍّ

َ
  ٥٦ لعََلٍّلُ ذۡ دُ ذۡحَُِونَ ٱ  ٍّسُوَ   

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, 

supaya kamu diberi rahmat” (Q.S. Al-Nūr: 56). 

Kalimat ātū al-Zakāh pada ayat di atas mengandung arti memerikan kepemilikan 

yang sempurna. Hikmah di balik itu agar orang yang berhak menerima bisa 

mengelola atau mentransaksikan harta yang ia peroleh untuk kebutuhannya. Maka 

tidak sah apabila muzakkī hanya mengizinkan atau memperbolehkan untuk 

mengambil manfaat dari yang ia keluarkan, seperti memperbolehkannya untuk 

memakan makanan sesukanya yang tersedia di suatu acara atau meminjamkannya 

untuk beberapa waktu yang ditentukan. Karena harta zakat diberikan haruslah 

berdasarkan tabarru‟ (sosial) tanpa mengharapakan imbalan seperti muzakkī yang 

memberikan zakatnya kepada mustahiq dengan memintanya untuk melakukan 

suatu perkerjaan, walaupun upah yang ia berikan lebih besar dari harta zakat yang 

ia berikan. Maka hal yang seperti tidak diperbolehkan dan mencegah keabsahan 

zakat yang ia keluarkan.
60

 

Setelah mengetahui syarat-syarat sah, selanjutnya akan diuraikan syarat-

syarat wajib zakat, yang uraiannya adalah sebagai berikut: 

a. Islam (al-Islām). 

Para ulama‟ telah sepakat, bahwasannya seseorang muslim apabila memiliki 

sejumlah harta yang telah mencapai nishāb, maka wajiblah baginya untuk 
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mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan perkataan sahabat Abu Bakar Al-

Shiddīq: 

َ  حَِ الٍّتَِّ فََ ضََ ة رسَُوُْ   . اَ َيْهِ وَ سَ َّ َ ايََِ ا ْ ُسْ ِ يِْنَٱٱّ  َ لٍَّّ   للهِ َ ِ هِ فَ ِيَْ حُ ا لٍّ
61
 

“Ini adalah suatu sedekah yang wajib yang diwajibkan Rasulullah S.A.W atas 

orang-orang muslim” 

Hal ini disebabkan karena zakat bukanlah beban dan tidak dibebabkan bagi orang 

kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (harbī) atau yang tidak memusuhi Islam 

(dzimmī) dan tidak terkena kewajiban tersebut selama masa kafirnya.
62

 

Selanjutnya, Syekh Ibrāhīm al-Baijurī menjelaskan terhadap status seorang kafir 

asli dan murtad dalam prihal kewajiban zakat. Beliau mengatakan bahwa tidak 

ada kewajiban zakat bagi seorang kafir asli (yang belum pernah sekalipun 

memeluk agama Islam), namun apabila seseorang tersebut memeluk agama Islam, 

maka tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya seperti shalat dan puasa.
63

 

Berbeda dengan seseorang yang murtad (pernah memeluk Islam sebelumnya) 

maka kewajiban zakatnya masih dibebankan atasnya, akan tetapi ia harus 

mengeluarkan zakatnya ketika kembali memeluk Islam.
64

 

b. Merdeka (al-Hurriyyah). 

Ulama‟ telah sepakat, bahwasannya kemerdekaan (al-hurriyah) merupakan 

syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.
65

 Para ulama‟ pun 

sepakat bahwa tidak diwajibkan zakat bagi hamba sahaya dikarenakan ia tidak 

                                                             
61

Ibrahīm al-Baijurī, Hāsyiyah al-Syekh Ibrāhīm al-Bayjurī (Jakarta: Dār al-Kutub al-

Islāmiyyah, 2007) Juz I, h. 500. 
62

Yūsuf al-Qardhāwī, Op.Cit., h. 96. 
63

Ibrāhīm al-Bayjurī, Loc.Cit., 
64

Ibid, h. 501. 
65

Mu‟inan Rafi, Op.Cit., h. 377. 



 

memiliki hak kepemilikan, akan tetapi kewajiban zakat dibebankan atas pemilik/ 

tuannya.
66

 Bagi hamba sahaya muba‟adh (hamba sahaya yang sebagian dirinya 

berstatus merdeka dan sebagiannya berstatus hamba sahaya) maka diwajibkan 

atasnya mengeluarkan zakat dikarenakan ia bisa memiliki hak milik.
67

 Dan bagi 

hamba sahaya mukātab (hamba sahaya yang kemerdekaannya dikaitkan/ 

disyaratkan oleh sifat atau lainnya) maka tidak diwajibkan baginya dan bagi 

pemilik/ tuannya mengeluarkan zakat.
68

 

c. Kepemilikan Sempurna (Milk al-Tām). 

Dalam Islam, hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab pada hakikatnya 

harta itu adalah milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu 

harta hanyalah berfungsi sosial. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada 

di tangan manusia adalah Allah S.W.T. Sedang manusia hanya tidak lebih dari 

sekedar penerima amanah darinya.
69

 Sebagaimana firman Allah S.W.T yang 

berbunyi: 

َ  َ  تِ  َ ة فِِ َ ُ   ضِ  وََ ة فِِ ٱ سٍّ
َ ى   وََ ة ثيَذَۡ ُ مَة وََ ة تََذۡخَ ٱٱذۡ َ  ٦ ٱلثٍَّ

“Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Dan semua yang 

ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah” (Q.S. Tāhā: 6). 

Dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna 

adalah bahwa harta kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan kekuasaannya, 

dan tidak ada sangkutan didalamnya dengan harta orang lain,  pemiliknya bisa 
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mentransaksikannya serta mengelolanya sesuai dengan keinginannya sendiri dan 

ia bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut.
70

 Akan tetapi para ulama‟ 

berbeda pendapat tentang kriteria dari kepemilikan sempurna ini, menurut para 

ulama‟ Hanāfiyyah, yang dimaksud kepemilikan sempurna adalah harta tersebut 

hendaklah pada genggaman atau penguasaan oleh pemiliknya yang tidak ada 

sangkut pautnya dengan orang lain, apabila seseorang memiliki sesuatu yang tidak 

ada pada genggamannya atau penguasaannya, maka tidak diwajibkan atasnya 

untuk mengeluarkan zakat. Para  ulama‟ berbeda pendapat tentang kriteria dari 

kepemilikan sempurna ini, para ulama‟ Mālikiyyah berpendapat, yang dimaksud 

dengan kepemilikan sempurna adalah seseorang tersebut adalah pemilik dari yang 

mentransaksikan harta yang ia miliki, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat 

bagi hamba sahaya dengan segala bentuk-bentuknya.
71

 Para ulama‟ Syāfi‟iyyah 

berpendapat, yang dimaksud kepemilikan sempurna adalah selain hamba sahaya 

dan hamba sahaya mukātab, maka tidak diwajibkan atas mereka mengeluarkan 

zakat, hal ini dikarenakan status hamba sahaya tidak dapat memiliki harta dan 

status mukātab kepemilikannya itu lemah. Hal ini pun sama dengan status harta 

yang mubah, seperti tumbuhan yang tumbuh di suatu tanah tanpa ada yang 

menanamnya. Dan ulama‟ Hanābilah berpendapat, yang dimaksud dengan 

kepemilkian sempurna itu adalah harta seseorang yang dimiliki secara utuh dan 

tidak ada sangkutan dengan hak orang lain, dapat ditransaksikan sesuai dengan 

keinginan sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri bukan orang lain. 

d. Nishāb. 
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Nishāb adalah ukuran atau batas minimal harta yang mewajibkan seseorang 

untuk mengeluarkan zakat.
72

  

e. Mencapai Satu Tahun (Haul). 

Syarat selanjutnya adalah haul, harta seseorang yang telah mencapai satu 

tahun, maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya adalah 

bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan dengan 

hitungan bulan qomariyyah (hijriyah) bukan syamsiyyah (milādiyyah). Akan 

tetapi tidak semua harta yang memiliki syarat haul, ada beberapa harta yang tidak 

memiliki syarat tersebut yang akan dijelaskan pada pembahasan yang akan 

datang.
73

 Dasar hukum dari syarat ini adalah sabda Rasulullah S.A.W yang 

diriwayatkan oleh al-Imam „Alī bin Abī Thālib R.A yang berbunyi: 

ثوُْ دَاوُدَ  رَوَاهُ )  زََ ةٌ ظَتٍَّّ َ وَُْ  عَلَ ْ ِ ااَْوُْ  وَ لَيَْ  فِِ َ ة ٍ 
َ
 74.(أ

“...Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu sampai satu tahun” (H.R Abū 

Daud). 

Para ulama‟ berbeda pendapat dalam kriteria harta yang mencapai haul, 

menurut Abū Hanīfah dan Imam Syāfi‟ī mengatakan, harta yang rusak atau 

sengaja dirusak dapat mempengaruhi perhitungan haul. Sedangkan Imam Mālik 

dan Imam Ahmad berpendapat, apabila seseorang sengaja merusak hartanya agar 

bebas dari tuntutan zakat, ia tetap wajib mengeluarkan zakat bila telah mencapai 

haul dan nishābnya.
75
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Syarat haul ini juga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama‟ 

tentang hukum ta‟jīl al-zakāh (mendahulukan zakat sebelum haul), dalam hal ini 

ada dua pendapat tentang hukum ta‟jīl al-zakāh.
76

 Pendapat pertama, yaitu 

pendapat mayoritas fuqahā‟ mengakatan bahwa boleh mendahulukan zakat 

sebelum haul apabila hartanya telah mencapai nishāb. Hal ini berdasarkan hadīts 

yang diriwayatkan dari Imam „Alī bin Abī Thālib, bahwa Abbās bin Abdul 

Muthallib meminta kepada Rasulullah S.A.W untuk mendahulukan zakat sebelum 

haul, maka Rasulullah S.A.W pun memperbolehkannya.
77

  

Dan Imam Syāfi‟ī mensyaratkan atas kebolehan ta‟jīl al-zakāh dengan dua 

syarat, yaitu: 

1. Hendaklah pemilik harta (muzakkī) tersebut adalah orang yang wajib 

mengeluarkan zakat sampai akhir haul. 

2. Hendaklah orang yang menerima zakat (mustahiq) adalah orang yang berhak 

menerima sampai akhir haul.
78

 

Maksudnya adalah, apabila salah satu dari muzakkī dan mustahiq meninggal 

dunia sebelum masuknya haul, atau salah satu di antara mereka murtad, atau 

mustahiq menjadi orang yang berkecukupan dari hartanya yang lain, atau tiba-tiba 

harta muzakkī tersebut kurang dari nishāb sebelum sampai haul, maka tidak 

diperbolehkan ta‟jīl al-zakāh sebelum masuknya haul. 

Imam Mālik dan Zhāhiriyyah berpendapat, tidak diperbolehkan ta‟jīl al-

zakāh sebelum masuknya haul, dikarenakan zakat menyerupai salat dan salat tidak 
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boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya. Hal ini dikarenakan haul adalah satu 

syarat wajib zakat seperti nishāb, maka tidak diperbolehkan mendahulukan 

mengeluarkan zakat sebelum terpenuhinya syarat wajib. 

4. Harta Yang Wajib Dizakatkan. 

Wahbah al-Zuhailī seorang ulama kontemporer  menyatakan dalam bukunya 

al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam 

jenis harta yaitu: al-nuqūd (emas dan perak), al-mā‟din wa al-rikāz (barang 

tambang dan barang peninggalan kuno), urūdh al-tijārah (harta perniagaan), al- 

zurū‟ wa al-tsimār (tanaman dan buah-buahan) dan al-an‟ām (hewan ternak).
79

 

Keseluruhan macam harta ini akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Zakat Emas dan Perak (al-Dzahab Wa al-Fidhah). 

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu firman 

Allah SWT yang berbunyi: 

ِي َ وَ  ونَ ٱٱٍّ نُِِ َ تَ  يلَذۡ حَ  وَ ٱٱٍّ ذُۡ   فتََ   للهِ  وََ  يُ فُِ ونََ ة فِِ سَبِ لِ ٱلذۡفِ ٍّ  ثعََِ ابٍ شِّّ
ٱِمٖ 

َ
 ٣٤  

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 

pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. Al-Taubah: 34). 

Para ulama‟ sepakat mengenai kewajiban zakat emas dan perak. Termasuk 

katagori emas dan perak adalah sesuatu yang senilai dengannya, seperti, mata 

uang yang berlaku pada suatu Negara pada saat ini. Oleh sebab itu sebagian para 

ulama‟ ada yang mewajibkan zakat atas saham, jaminan dan seluruh kertas-kertas 

berharga seperti: cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain. Akan tetapi, untuk zakat ini, 
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ada beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi, apabila salah satu syaratnya tidak 

terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun syarat-

syarat tersebut adalah: 

1. Emas dan perak tersebut hendaklah bukan perhiasaan yang mubāh. Arti dari 

kata mubāh itu adalah emas dan perak tersebut bukan untuk digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti seseorang wanita yang menggunakan gelang, 

cincin, kalung dan anting yang terbuat dari emas atau perak, maka pada 

gambaran ini, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. 

2. Mudhi al-haul (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan 

zakat bagi emas dan perak yang tidak mencapai satu tahun. 

3. Bulūgh al-nishāb (mencapai nishāb), maka tidak diwajibkan zakat bagi emas 

dan perak yang tidak mencapai nishāb.
80

 

Adapun nishāb dari emas adalah 20 dīnar = 20 mistqāl atau setara dengan 

28 gram emas, sedangkan nishāb perak adalah 5 ūqiyyah = 200 dirham atau setara 

dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib dikeluarkan adalah rubu‟ al-usyr 

(2,5%).
81

 

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W: 

ِ  طَةلتٍَ رَِ َ bعَْ  َ ِ 
َ
نٍّ ااٍِّ  َ لٍَّّ : عَ ُْ    للهُ   ثِْ   

َ
لَيَْ   وَ  : عَلَ ْ ِ وَ سَلٍَّ   َةَ    للهُ    

َ تِ )عَلَ كَْ شَ ئٌْ  وْنَ دِْ َ ةر(َ عِْ  فِِ اٱٍّ  فَإذَِا َ نَ  كََ اً  ظَتٍَّّ يلَُوْنَ  كََ عِشُْْ
وْنَ دِْ َ ةرًا  ثوُْ دَاوُدَ  رَوَاهُ ) . فَفِ َْ ة نلُِْ  دِْ َ ةرٍ (وَ ظَةَ   عَلَ َْ ة ااَْوُْ  )عِشُْْ

َ
82.(أ

 

                                                             
80

Hasan bin Ahmad al-Kāf, Op.Cit., 410. 
81

Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, Op.Cit., h. 167. 
82

Sulaimān bin al-Asy‟ats al-Sajistānī, Op.Cit., h. 413. 



 

“Dan tidak diwajibkan atas kamu (yang dimaksud adalah harta emas) sampai 

kamu memiliki 20 dinar, apabila kamu memiliki 20 dinar dan telah mencapai haul 

maka diwajibkan atas kamu zakatnya setengah dinar. (R.H Abu Daud). 

Sebagai contoh untuk memperjelas: apabila seseorang memiliki 500 gr 

emas, berapakah zakat yang harus dikeluarkan jika emas tersebut telah melewati 

masa satu haul? Maka dikatakan: karena emas yang dimiliki telah melebihi nishāb 

(85 gr), maka yang wajib dikeluarkan adalah rubu‟ al-„usyr (1/40), sehingga nilai 

yang wajib dikeluarkan adalah: 500 gr x 1/40 = 12,5 gr. 

b. Zakat Barang Tambang dan Barang Peninggalan Kuno (al-Mā’din Wa al-

Rikāz). 

Al-mā‟din secara bahasa diambil dari kata ya‟danu-„adnan yang memiliki 

arti tinggal (menetap) atau ma‟dan yang artinya titik segala sesuatu.
83

 Sedangkan 

secara syara‟ adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk 

menciptakan barang lain yang memiliki harga.
84

 Dan pengertian al-rikāz secara 

bahasa diambil dari kata bahasa Arab rakaza-yarkazu yang memiliki arti 

tersembunyi.
85

Sedangkan secara syara‟ adalah harta jāhiliyyah (yaitu keadaan 

orang Arab sebelum masuknya Islam) yang terpendam,
86

 yang diambil tanpa 

harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak 

dan lain-lain.
87

 

Landasan hukum atas kewajiban zakat ini adalah sabda Rasulullah  S.A.W: 
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ِ  ُ َ يَْ ةَ رَِ َ 
َ
نٍّ رسَُوَْ    للهُ عَْ   

َ
الَعَْضْمَةاُ  : عَلَ ْ ِ وَ سَلٍَّ   َةَ    للهُ  َ لٍَّّ   للهِ  عَ ُْ   

88.(رَوَاهُ ا مُْسْلِ ُ )  اَْ ُمُُ  صَ ظَُْ ة صُجَةرٌ وَ الْبِْ ُ صُجَةرٌ وَ اْ مَعِْ نُ صُجَةرٌ وَ فِِ ا ّ َِ زِ 
  

“Dari Abu Hurairah R.A, bahwasannya Rasulallah S.A.W berkata: Melukai 

binatang itu tidaklah dapat dituntutkan belanya, begitupun mengali sumur dan 

barang tambang dan mengenai rikaz, zakatnya ialah 1/5” (H.R. Muslim). 

Para ulama‟ berbeda pendapat mengenai barang tambang yang wajib 

dikeluarkan zakatnya itu. Ulama‟ Hanabilah berpendapat bahwa seluruh hasil 

bumi yang berharga dan tercipta didalamnya dari barang lainya, seperti: emas, 

perak, besi, tembaga, timah, permata, batu bara dan lain-lainnya. Ulama‟ 

Hanāfiyyah berpendapat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua barang 

yang lebur dan dapat dicetak dengan api seperti emas dan perak, adapun yang 

tidak dapat dicetak, maka tidaklah wajib zakat seperti permata. Sedangkan ulama‟ 

Syāfi‟iyyah dan Mālikiyyah berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya pada 

emas dan perak saja.
89

  

Selanjutnya, mengenai zakat harta karun (peninggalan kuno) ada beberapa 

syarat wajib antara lain yaitu: 

1. Hendaklah barang tersebut merupakan harta jāhiliyyah yang terpendam, hal 

ini dapat diketahui dengan nama pemilik atau tanda-tanda lain yang dapat 

menunjukkan kebenarannya. 

2. Mencapai Nishāb (Bulūgh al-Nishāb). 

3. Hendaklah barang tersebut ditemukan di tanah yang mati (tidak diketahui 

pemiliknya).
90

 

                                                             
88

Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Shahīh Muslim, Juz III, No. 1710 (Beirūt: 

Dār Ihyā‟ al-Turats al-„Arabī, 2010), h. 1334. 
89

Sayyid Sābiq, Loc.Cit., 
90

Hasan bin Ahmad al-Kāf, Op.Cit., h. 413. 



 

Menurut jumhūr ulama‟ berpendapat bahwa kadar nishābnya adalah seperti 

nishāb emas yaitu adalah 20 dīnar = 20 mistqāl atau setara dengan 28 gram emas, 

atau nishāb perak adalah 5 ūqiyyah = 200 dirhām atau setara dengan 595 gram. 

Dan kadar wajib yang harus dikeluarkan pada harta barang tambang adalah 1/40. 

Sedangkan kadar wajib atas barang temuan adalah 1/5.
91

 

 

 

 

c. Zakat Harta Perniagaan (‘Urūdh al-Tijārah). 

Al-urūdh dalam bahasa Arab adalah kalimat plural dari kata aradh yang 

memiliki arti hithām al-dunya (harta duniawi).
92

 Dalam kata lain adalah selain 

emas dan perak.
93

 Yaitu, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, 

tanaman, pakaian, dan lain-lainya yang disiapkan untuk diperniagakan.
94

 

Sedangkan al-tijārah adalah memutarkan harta dengan tujuan mencari 

keuntungan.
95

 

Dasar hukum kewajiban zakat ini yaitu firman Allah S.W.T yang berbunyi: 

َ ة َّ 
َ
أ ِي َ  يَ  َ ة لَلُ  ّ َِ  ٱٱٍّ  ذۡ صَذۡ

َ
ةٓ   نفُِ واْ ِ   طَّ بَِ خِ َ ة َ سَبذۡذُ ذۡ وَِ مٍّ

َ
 ضِ   اَاَ ُ وٓاْ  

َ  ...ٱٱذۡ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu…..” (Q.S. Al-Baqarah: 267) 
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Imam Thabari mengatakan dalam kitabnya tafsīr al-Thabarī bahwa arti dari kalimat 

“nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu” adalah keluarkanlah 

zakat dan bersedekahlah dari apa yang telah kamu transaksikan dari perniagaan 

yang halal.
96

 

Syarat-syarat wajib zakat bagi harta perniagaan ada enam, yaitu: 

1. Hendaklah barang yang akan diperniagakan dalah berbentuk bentuk barang 

bukan berbentuk emas dan perak. Apabila barang yang akan diperniagakan 

berbentuk emas dan perak, maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat 

emas dan perak bukan zakat harta perniagaan. 

2. Hendaklah pemilik  barang tersebut berniat agar barang tersebut untuk 

diperdagangkan, maka tidak diwajibkan atasnya zakat apabila barang tersebut 

hanya untuk disimpan. 

3. Hendaklah pemilik barang meniatkan barang itu untuk berdagang pada saat 

transaksi, dan pada saat itulah haul dimulai. Namun, apabila seseorang 

membeli barang dengan tujuan untuk disimpan, kemudian setelah beberapa 

waktu ia berniat untuk berdagang, maka pada saat itulah haul dimulai.  

4. Hendaklah kepemilikan barang tersebut dengan cara muā‟wadhah (transaksi), 

maka tidak diwajibkan bagi harta yang dihasilkan dari waris, hibah, wasiat 

dan lainnya, sampai pemiliknya mengelola harta tersebut untuk maksud 

berniaga. 
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5. Hendaklah pemilik barang tidak merubah/ mengalihkan barang-barang 

dagangannya menjadi uang. Apabila semua barang dagangannya uang, 

sementara ia kurang dari nishāb maka haulnya terputus.  

6. Hendaklah pemilik harta tidak berniat/ bertujuan untuk memiliki (hanya 

untuk dimanfaatkan) di tengah-tengah masa haul. Apabila ia berniat seperti 

ini, maka terputuslah haulnya.
97

 

Kadar nishāb zakat perniagaan ini adalah seperti nishāb emas yaitu adalah 

20 dīnar = 20 mistqāl atau setara dengan 28 gram emas, atau nishāb perak adalah 

5 ūqiyyah = 200 dirham atau setara dengan 595 gram. Dan kadar yang wajib 

dikeluarkan adalah rubu‟ al-usyr (2,5%).
98

 

 

d. Zakat Tanaman dan Buah-buahan (al- Zurū’ wa al-Tsimār). 

Al- zurū‟ (tanaman) adalah setiap yaitu yang dijadikan makanan pokok yang 

dikonsumsi pada waktu ikhtiyār (kebiasaan), seperti gandum, sagu, beras dan 

lainnya. Sedangkan al-tsimār (buah-buahan) hanya diwajibkan pada kurma dan 

anggur.
99

  

Secara umum dalil yang mewajibkan zakat pada kedua harta ini adalah 

firman Allah S.W.T yang berbunyi: 

َ ة َّ 
َ
أ ِي َ  يَ  َ ة لَلُ  ّ َِ  ٱٱٍّ  ذۡ صَذۡ

َ
ةٓ   نفُِ واْ ِ   طَّ بَِ خِ َ ة َ سَبذۡذُ ذۡ وَِ مٍّ

َ
 ضِ   اَاَ ُ وٓاْ  

َ  ...ٱٱذۡ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu” (Q.S. Al-Baqarah: 267) 
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Untuk secara rinci hal ini dijelaskan dalam hadīts yang diriwayatkan dari Abū 

Burdah yang dia terima dari Abū Mūsa dan Mu‟ādz R.A: 

ِ  ُ وسََْ وَ ُ عَةذِ ثِْ  صَجَلٍ رَِ  
َ
نٍّ رسَُوَْ    عَ ُْ مَة  للهُ عَْ   

َ
 عَلَ ْ ِ وَ سَلٍَّ    للهُ  َ لٍَّّ   للهِ  

ْ َ  دِيْ ِِ  ْ 
َ
نْ  َ  ،بَعَسَُ مَة إلََِ اٱَْمَِ  ُ عَلّمَِةنِ ااٍّةسَ  

َ
   ْ َُ  َ

َ
َ  حََ إِ ٍّ ِ ْ   فَ  ُ ُ وْا ا لٍّ

ْ
يَ 

رْبعََحِ 
َ
بِ تُْ : َ ِ هِ اٱْ عِْ ُ وَ ااٍّمُْ  وَ ا  ٍّ 100.(رَوَاهُ الْبـَـ َْ ِ  (  ااَِْ َْ حُ وَ ا شٍّ

 

“Dari Abū Mūsā dan Mu‟ādz bin Jabal R.A, bahwasannya Rasulullah SAW 

mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama. 

Maka mereka diperintahkan agar tidak memungut zakat kecuali pada empat 

macam ini: gandum, padi, kurma dan anggur” (H.R. Al-Baihaqī). 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa nishāb pada biji-bijian dan buah-

buahan adalah 5 wasaq
101

, sedangkan 1 wasaq adalah 60 shā‟ dan jika 

dijumlahkan maka 5 wasaq adalah 300 shā‟.
102

 Jadi nishāb zakat pada zakat biji-

bijian dan buahan adalah 825 kg.
103

 Adapun kadar jumlah yang wajib dikeluarkan 

itu berbeda-beda, terkadang „usyr (1/10) dan terkadang nisf al-„usyr (1/20). Hal ini 

tergantung kepada bagaimana cara tumbuhan itu diairi atau disiram. Apabila biji-

bijian atau buah-buahan disiram tanpa mengeluarkan biaya seperti tadah hujan 

atau menggunakan irigasi yang tidak menegeluarkan biaya maka kadar yang wajib 

dikeluarkan adalah „usyr (1/10). Namun, apabila dalam proses penanaman 

mengeluarkan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah nisf al-usyr (1/20).
104

 

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi: 
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بِ ْ ِ رَِ    للهِ عَْ  سَةِ مٍ ثِْ  عَجِْ  
َ
ِ  َ لٍَّّ   للهُ  عَْ     عَلَ ْ ِ وَ سَلٍَّ    للهُ   عَ ُْ مَة عَِ  ااّـٍ

مَةاُ وَ اْ  : َةَ   وْ َ نَ عَثََِيًّة  عُُ وْنُ  ِ مَْة سََ خِ ا سٍّ
َ
الَعُْشُْْ وَ  ِ مَْة سُِ َ ثةِاٍّْ شِ نلُِْ   

105.(رَوَاهُ الْبُخَةريِ) العُْشِْْ 
 

“Diriwayatkan dari Sālim dari ayahnya R.A, bahwasannya Nabi S.A.W berkata: 

Tanaman yang diari oleh hujan, mata air atau air yang datang sendiri maka 

zakatnya 1/10 dan yang diari dengan alat penyiraman maka zakatnya 1/2”  (H.R. 

Bukhārī). 

 

e. Zakat Hewan Ternak (Zakāh al-An’ām). 

Dalam al-Qur‟ān Allah S.W.T menyatakan secara jelas bahwa ada beberapa 

hewan ternak yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya, antara lain hewan 

yang disebut dengan an‟ām, dinamakan dengan nama tersebut karena di dalam 

hewan tersebut banyak nikmat-nikmat Allah S.W.T yang dititipkan untuk 

kebutuhan manusia.
106

 Hal ini tercantum dalam firman Allah S.W.T antara lain: 

كُلوُنَ 
ذۡ
اٞ وَ َ نَ فعُِ وَ ِ  ذَۡ ة دَ  ۖۡ لَلُ ذۡ  ِ َ ة دِ ذۡ نذۡعَ َ  َ لََ َ ة

َ   وَ لَلُ ذۡ  ِ َ ة َ َةٌ  ٥وَ ٱٱذۡ
َظُونَ   ذَۡ ةلَلُ ذۡ إلََِ  ثلََدٖ لٍّ ذۡ دلَُونوُاْ بَ لغِِ  ِ إِ ٍّ ٦ظَِ  دُ ِيعُونَ وَ ظَِ  تسَۡذۡ

َ
 وَ تََذۡمِلُ أ

نفُِ ِۚ إنٍِّ رَبٍّلُ ذۡ  ََ اُوٞ  رٍّظِ ٞ  
َ   ٧بشِِّ ِ ٱٱذۡ

 “5. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) 

yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu 

makan. 6. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu 

membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat 

penggembalaan. 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu 

tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang 

memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang. (Q.S. al-Nahl: 5-7). 

Sesuai ayat di atas bahwa arti dari kata al-an‟ām adalah hewan ternak. Dan 

hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi termasuk kerbau dan kambing. 

Ada empat syarat wajib bagi hewan tersebut untuk dikeluarkan zakat, yaitu: 
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1. Bulūgh al-nishāb (mencapai nishāb), maka tidak diwajibkan zakat bagi 

hewan yang tidak mencapai nishāb. 

2. Mudhi al-haul (mencapai satu tahun), maka tidak diwajibkan mengeluarkan 

zakat bagi hewan yang tidak mencapai satu tahun. Dan yang menjadi ukuran 

satu tahun adalah tahun hijriyyah bukan mīlādiyyah (masehi). 

3. Digembalakan dan mendapatkan makanan dari lapangan atau padang rumput 

yang terbuka (kalā‟ mubāh), maka tidak wajib dikeluarkannya zakat bagi 

hewan yang diperternakan atau mendapatkan pangan dari padang rumput 

yang tidak terbuka, seperti padang rumput yang dibawah kepemilikan 

seseorang. 

4. Tidak diperkerjakan, maka tidak diwajibkan zakat bagi hewan yang 

diperkerjakan, seperti untuk mengangkut barang, transportasi dan membajak 

sawah.
107

 

Selanjutnya, mengenai nishāb ketiga hewan tersebut akan dijelaskan lebih 

rinci dibawah ini: 

1. Unta. 

Tidak diwajibkan zakat pada unta, jika kurang dari lima ekor. Maka 

apabila sudah sampai lima ekor maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yaitu 

satu ekor kambing (syāh). Jika jumlah unta yang dimilikinya lebih dari itu maka 

bertambahlah juga hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi: 
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رْبعَِ شَ ئٌْ َ َ  حٌَ  ِ َ  اِْ ثلِِ   ِ مَْة دُوْنَ َ ٍْ  لَيَْ  
َ
 فَإذَِا ثلَغََخْ َ سًْة فَفِ َْ ة ، وَ َ  فِِ اٱْ

 108.(رَوَاهُ ابُْ  َ ةصَ )شَةةٌ 
“Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi seseorang yang memiliki unta 

dibawah lima ekor begitupun empat ekor. Maka apabila telah sampai lima ekor 

maka diwajibkan untuk mengeluarkan syāh” (H.R. Ibn Mājah). 

 

Untuk lebih jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:
109

 

Jumlah unta 
Yang wajib dizakatkan 

Dari Sampai 

1 4 Tidak terkena zakat 

5 9 1 ekor kambing 

10 14 2 ekor kambing 

15 19 3 ekor kambing 

20 24 4 ekor kambing 

25 35 

1 ekor bintu makhādh (yaitu unta betina yang telah 

sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun 

kedua. Dinamakan demikian karena induknya sudah 

hamil lagi). 

36 45 

1 ekor bintu labūn (yaitu unta betina yang telah 

sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun 

kedua. Dinamakan demikian karena induknya telah 

melahirkan lagi dan memiliki susu). 

46 60 

1 ekor hiqqah (yaitu unta betina yang telah 

sempurna umurnya satu tahun dan memasuki tahun 

kedua. Dinamakan hiqqah karena sudah dapat 

dibuahi oleh unta jantan). 

61 75 

1 ekor jadz‟ah (yaitu unta betina yang telah 

sempurna umurnya empat tahun dan memasuki 

tahun kelima 

76 90 2 ekor bintu labūn 
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91 120 2 ekor hiqqah 

 

Selanjutnya, unta yang lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor dan wajib 

zakatnya adalah 1 ekor bintu labūn, dan setiap 50 ekor maka wajib zakatnya 

adalah 1 ekor hiqqah. 

2. Sapi. 

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan sapi adalah 

sabda Rasulullah S.A.W: 

ُ َ  عَلَ ْ ِ وَ سَلٍّ َ    للهُ  َ لٍَّّ ااٍِّ   بَعَسَ ُ  :عَْ  ُ عَةذِ ثِْ  صَجَلٍ  َةَ  
ْ
نْ يَ 

َ
َ َ هُ  

َ
 إلََِ اٱَْمَِ  وَ  

رْبعَِْ َ ُ سِ ٍّحً 
َ
  ِ

وْ دبَِ عَْحً وَ ِ ْ  ُ ّ
َ
ِ زََ  ِْ َ بََ َ ةً دبَِ عًْة  

ِ ظَة مٍِ دِْ َ ةرًاِ ْ  ُ ّ
وْ  وَ ِ ْ  ُ ّ

َ
  

110.(رَوَاهُ دَارُ الُْ ْ ِ  ) عِْ َ ُ َ عَةفِ ٌ 
 

“Bahwasannya Nabi Muhammad S.A.W mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau 

memerintahkannya agar mengambil seekor tabī‟ atau tabī‟ah untuk setiap tiga 

puluh ekor sapi, seekor musinnah untuk setiap empat puluh ekor sapi, atau 

menggantinya dengan baju ma‟afiri”(R.H Dār al-Qutnī). 

Nishāb sapi adalah 30 ekor, apabila belum mencapai 30 ekor maka tidak 

diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk lebih jelasnya lihatlah table berikut 

ini:
111

 

Jumlah sapi 
Yang wajib dizakatkan 

Dari Sampai 

1 29 Tidak terkena zakat 

30 39 1 ekor tabī‟ (yaitu sapi yang berusia satu tahun) 
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40 59 1 ekor musinnah (yaitu sapi yang berusia dua tahun) 

60 69 2 ekor tabī‟ 

70 79 1ekor tabī‟ dan 1 ekor musinnah 

80 89 2 ekor musinnah 

90 99 3 ekor tabī‟ 

100 109 2 ekor tabī‟ dan 1 ekor musinnah 

 

Selanjutnya, sapi yang lebih dari 60 ekor, maka setiap 30 ekor wajib 

zakatnya satu ekor tabī‟ dan setiap 40 ekor maka wajib zakatnya 1 ekor musinnah. 

 

3. Kambing. 

Dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat pada hewan kambing 

adalah sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi: 

رْبعَِْ َ إلََِ عِشِْْيَْ  وَ ِ ةاحََ وَ فِِ َ َ  حَِ الغََْ ِ  
َ
شَةةٌ فَإذَِا زَادَتْ  إلََِ  فِِ سَة مَِذَِ ة إذَِا َ نخَْ  

عِشِْْيَْ  وَ ِ ةاحََ إلََِ ِ ةاتََْ ِ فَفِ َْ ة شَةَ ْ ِ فَإذَِا زَادَتْ َ َ ِ ةاتََْ ِ إلََِ زََ ثِ ِ ةاحََ فَفِ َْ ة 
ِ ِ ةاحٍَ شَةةٌ 

ّ ارِِ  )زََ ثُ شَِ ةهٍ فَإذَِا زَادَتْ َ َ زََ ثِ ِ ةاحََ فَفِِ ُ ّ  112.(رَوَاهُ ااٍّ
“Untuk shadaqah kambing  yang dilepas, apabila berjumlah empat puluh sampai 

seratus dua puluh kambing maka zakatnya adalah syāh (satu ekor kambing), 

apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus, maka zakatnya adalah 

dua ekor syāh (kambing), jika lebih dari dua ratus sampai tiga ratus, maka 

zakatnya adalah tiga ekor syāh (kambing). Jika lebih dari tiga ratus maka setiap 

seratus seekor syāh (kambing)”(H.R. Al-Dārimī) 

Nishāb kambing adalah 40 ekor, apabila belum mencapai 40 ekor maka 

tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk lebih jelasnya lihatlah table 

berikut ini:
113
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Jumlah kambing 
Yang wajib dizakatkan 

Dari Sampai 

1 39 Tidak terkena zakat 

40 120 1 ekor kambing 

121 200 2 ekor kambing 

201 399 3 ekor kambing 

400 499 4 ekor kambing 

500 599 5 ekor kambing 

 

Selanjutnya, kambing yang lebih dari 400 ekor, maka setiap 100 ekor wajib 

zakatnya satu ekor kambing.  

5. Golongan Penerima Zakat. 

Penyaluran zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan. 

Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam  yang berbunyi: 

مَة  َ َ  خُ إنٍِّ ذۡمََ  لِ ِ   لِذۡفَُ َ اآِ وَ ٱ لٍّ لٍّفَحِ  عَلَ ذَۡ ة وَ  ٱلذۡعَ مِلِ َ  وَ  ٱ  َـ ذۡمُ  ٱ ّ ِ َةبِ فِِ    ُلوُبُُ  ذۡ وَ  ٱ 
بِ لِ    ٱثذۡ ِ  وَ   للهِ فِِ سَبِ لِ   وَ  ٱلذَۡ   ِِ  َ وَ    ٦٠ عَلِ ٌ  ظَلِ ٞ    للهُ   وَ ۗۡ  للهِ  فَ ِيَ حةٗ ّ َِ  ٱ سٍّ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al-

Taubah: 60). 

Ayat di atas diawali dengan kalimat ādatu al-hashr  yaitu innamā yang 

memiliki arti bahwa pendistribusian zakat tidak diperbolehkan kecuali hanya 

untuk delapan  ashnāf (golongan) yang telah disebutkan dalam ayat.
114

 Secara 
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garis besar ulama‟ membagi delapan golongan tersebut menjadi dua katagori, 

yaitu: 

1. Golongan yang disebutkan dalam  menggunakan huruf lām yang memiliki arti 

kepemilikan, mereka adalah: 

a. Faqīr. 

b. Miskīn. 

c. Āmil. 

d. Muallaf. 

2. Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf fī yang memiliki arti 

dharf (tempat), mereka adalah: 

a. Riqāb. 

b. Ghārim. 

c. Sabīlillah. 

d. Ibn al-Sabīl.
115

 

Berikut ini uraian tentang delapan ashnāf  di atas, yang penguraiannya adalah 

sebagai berikut: 

1 dan 2. Fuqāra’ dan masākīn. 

Kelompok penerima zakat yang pertama dan kedua adalah  fuqāra‟ dan 

masākīn. Mayoritas ulama‟ berpendapat bahwa  fuqāra‟ dan masākīn termasuk 

dalam shinfāni li naui‟n wāhidin (katagori dua kata) yang artinya apabila kedua 

kata ini digabungkan maka masing-masing kata memiliki arti yang berbeda, 

namun apabila kata ini dipisah maka kedua kata ini memiliki arti yang sama. Hal 
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ini serupa dengan kata Islam dan Iman.
116

 Dalam ayat ini kata fuqāra‟ dan 

masākīn digabungkan, maka kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Adapun 

perbedaanya para fuqahā menjelaskan bahwa fuqāra‟ adalah orang yang tidak 

memiliki harta dan perkerjaan yang dapat mencukupi kebutuannya. Dia juga tidak 

memiliki suami atau istri, orang tua dan anak yang mencukupi kebutuhannya dan 

memberinya nafkah, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya 

memiliki tiga. Sedangkan masākīn adalah orang yang mampu berkerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang 

membutuhkan sepuluh namun dia hanya bisa mempunyai delapan.
117

 

3. ‘Āmil. 

Kelompok penerima zakat yang ketiga adalah „āmil. Untuk mengatur 

kelancaran pelaksanaan zakat, al- Qur‟ān menetapkan salah satu ashnāf untuk 

mengatur zakat biasanya disebut dengan „āmil zakat. Namun, seperti apa „āmil 

zakat, bagaimana „āmil zakat harus berkerja dan siapa saja yang dapat menjadi 

„āmil zakat, tidak diatur di dalam al- Qur‟ān secara detail.
118

 Oleh karena itu para 

ulama‟ memberikan pengertian „āmil zakat, menurut Syekh Ibrāhīm al-Baijurī 

„āmil zakat adalah: 

َ ةُ  َ َ  َ  َةتِ وَ دَفعَِْ ة  مُِسْذَعِّ  َْ ةāَ ْ  اسِْذَعْمَلَُ  اْ ِ ْ ِ  ا لٍّ
َ
  .

119 
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“‟Āmil adalah seseorang yang dipergunakan/diperkerjakan oleh imam 

(pemimpin) untuk memungut zakat kemudian ia bagikan kepada orang yang 

berhak menerimanya” 

Menurut Yūsūf al-Qardhāwī ialah: 

َ ةِ الَعَْةِ لوُْنَ   دَاريِ  شُِبوُْنِ ا  ٍّ َ ةزِ اْ ِ ِْ َ  َ عْمَلوُْنَ فِِ الِْْ ِ ْ  صُجَةةٍ َ لِْلوُْنََ ة ُ َّ اٱٍّ
وَْ َ ة وَ  ِ ْ  ِ َ نحٍَ وَ ظََ سٍ َ ْ ُِ وْنََ ة وَ ِ ْ   ذَِجَحٍ وَ ظَةسِبِْ َ يَْ جُِ وْنَ وَاردََِ ة وَ َ صُْْ

ْ لَِ ة
َ
.ِ ْ  ُ وَزعِِّْ َ ُ فَّ ِ وُْنََ ة َ َ  

120 

“‟Āmil adalah semua orang yang berkerja dalam perlengkapan administrasi 

urusan zakat, baik yang berurusan dengan pengumpulan, pemeliharaan, 

pencatatan, perhitungan, dan orang yang membagikan kepada yang berhak yang 

menerimanya”  

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi „āmil yang harus 

dipenuhi adalah: 

1. Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat merupakan urusan kaum 

muslimin, maka Islam menjadi syarat dalam segala urusan mereka, kecuali 

yang tidak berurusan dengan pengumpulan dan pembagian zakat, seperti 

menjaga gudang. 

2. Hendaklah seseorang mukallaf, yaitu orang yang bāligh dan baik akal 

sehatnya.
121

 

3. Hendaklah seorang „āmil adalah orang yang merdeka, dan tidak 

diperkenankan bagi seorang hamba sahaya. 

4. Hendaklah seseorang yang dapat dipercaya, karena zakat menyangkut hak 

orang banyak. 
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5. Hendaklah „āmil adalah orang yang mengerti dan paham dengan hukum-

hukum zakat, karena apabila dia tidak paham dengan hukum yang berkaitan 

dengan urusan-urusan zakat, maka tidak mungkin dia dapat menjalankan 

tugasnya dengan semestinya.
122

 

4. Muallaf. 

Kelompok penerima zakat yang keempat adalah muallaf. Muallaf 

merupakan golongan orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan bagian 

zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.
123

 Para fuqahā‟ membagi golongan ini 

menjadi dua golongan yaitu muallaf kafir dan muallaf muslim.
124

 Adapun muallaf 
 

kafir terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Orang kafir yang diharapkan keislamnnya, seperti Shafwan bin Umayyah 

yang diberikan keamanan oleh Rasulullah S.A.W ketika penaklukan kota 

Makkah, dan diberikan pilihan selama empat bulan agar ia bisa berfikir dan 

memantapkan pilihannya dan sampai akhirnya  Shafwan bin Umayyah  pun 

memeluk agama Islam. 

2. Orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya, ia diberikan bagian dari zakat 

agar ia tidak berbuat jahat. Hal ini pun terjadi di masa Rasulullah S.A.W, 

ketika Rasul memberi Abū Sufyān bin Harb, Aqra‟ bin Hābis, dan Uyainah 

bin Hishn 100 ekor unta, mereka berkata: “Ini adalah agama yang baik”. Dan 

apabila mereka tidak diberi mereka akan mencaci serta mencela.
125
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Adapun muallaf muslim terbagi menjadi empat golongan yaitu: 

1. Orang-orang yang lemah keislamannya, mereka diberikan bagian zakat agar 

keislamannya kuat. 

2. Seorang muslim yang terpandang di masyarakat/kaumnya, ia diberikan zakat 

dengan tujuan orang-orang yang sederajat dengannya dapat memeluk agama 

Islam. 

3. Seorang muslim yang tinggal diperbatasan wilayah Islam bersebelahan 

dengan wilayah kafir, agar ia dapat menjaga umat muslim dari ancaman 

perperangan. 

4. Orang yang menyerukan zakat pada suatu kelompok kaum yang sulit untuk 

dikirimkan utusan untuk memungut zakat, sekalipun mereka tidak enggan 

mengeluarkan zakat.
126

 

5. Riqāb. 

Kelompok penerima zakat yang kelima adalah riqāb. Riqāb adalah budak-

budak mukātab.
127

 Mukātab adalah budak yang telah memiliki perjanjian dan 

kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia akan memberikan harta dengan nilai yang 

telah ditentukan dan ia akan berusaha untuk mendapatkannya, apabila itu semua 

telah ia penuhi, maka ia akan bebas.
128

 Mereka diberikan bagian dari harta zakat 

agar dapat membantu dan menolongnya dalam membebaskan dirinya dari 

belenggu perbudakan. 

6. Ghārim. 
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Kelompok penerima zakat yang keenam adalah ghārim. Ghārim adalah 

orang yang menanggung dan memiliki banyak hutang.
129

 Secara garis besar  

ghārim dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah orang yang berhutang 

untuk keperluan dirinya sendiri dan yang kedua adalah orang yang berhutang 

untuk keperluan atau kemaslahatan masyarakat umum. Untuk syarat-syarat 

ghārim bagian yang pertama adalah:  

1. Hendaklah orang tersebut tidak mampu membayar seluruh atau sebagian 

hutangnya. Namun, apabila ia mampu bekerja dan mencari rezeki yang 

nantinya untuk membayar hutang-hutangnya, maka ia bisa mendapatkan 

bagian dari harta zakat.
130

 

2. Hendaklah ia berhutang untuk kebutuhan hidupnya serta keluarganya dalam 

hal yang mubāh (diperbolehkan syari‟at). Maka apabila dia berhutang untuk 

sesuatu yang menjurus kepada kemaksiatan, maka ia tidak boleh 

mendistribusikan zakat kepadanya. 

3. Hendaklah hutangnya yang sudah jatuh tempo, apabila hutangnya belum 

jatuh tempo maka tidak diberikan bagian dari harta zakat.
131

 

Mengenai ghārim bagian yang kedua bahwasannya mereka mendapatkan 

bagian dari harta zakat tanpa ada syarat, dikarenakan mereka berhutang untuk 

kepentingan/maslahat masyarakat banyak, seperti: mendamaikan antara dua kubu 

yang sedang bersengketa, orang yang bergerak dibidang sosial seperti, 

membangun sekolah, mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan 

membangun masjid untuk kepentingan khalayak umum. Mereka diberikan 
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sebagian dari harta zakat untuk menutupi hutangnya walaupun mereka dari 

golongan orang yang mampu/kaya.  

7. Sabīlillah.  

Kelompok penerima zakat yang ketujuh adalah sabīlillah. Ibn Katsīr dalam 

kitab tafsirnya mengatakan bahwa sabīlillah adalah orang yang berperang 

(mujahid) yang tidak mendapat hak/bagian dari gaji tentara,
132

 dan mereka 

diberikan bagian dari harta zakat apa-apa yang bisa membantu mereka dalam 

perperangan walaupun mereka termasuk orang yang kaya/mampu.
133

 Akan tetapi 

ada beberapa ulama‟ yang mengartikan sabīlillah tidak hanya terbatas dalam 

perperangan saja, dalam hal ini al-Qaffāl mengutip beberapa pendapat beberapa 

fuqahā‟ bahwasannya diperbolehkan memberikan zakat untuk jāmī‟ wujūh al-

khair (semua jenis kebajikan) seperti mengkafankan jenazah, membangun benteng 

pertahanan dan memakmurkan masjid, karena firman Allah S.W.T yang berbunyi 

“fi sabīlillah” mencakup semua kebajikan.
134

 Bahkan Muhammad Jamāludiin al-

Qāsimi mengutip perkataan Ibn al-Atsīr bahwa lafadz sabīlillah itu umum, maka 

setiap amalan yang ikhlas yang hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah 

S.W.T, seperti melaksanakan ibadah wajib, sunnah dan amalan-amalan baik 

lainnya masuk dalam katagori sabīlillah.
135

 

8. Ibn al-Sabīl. 
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Kelompok penerima zakat yang kedelapan adalah ibn al-sabīl. Ibn al-sabīl 

ialah orang yang akan atau sedang berpergian walaupun untuk tamasya atau 

pariwisata yang bukan untuk suatu kemaksiatan.
136

 Golongan ini ada dua macam 

yaitu: 

1. Orang yang terasing dari negerinya yang tidak punya sesuatu apapun untuk 

pulang. Golongan yang seperti ini termasuk yang berhak menerima zakat, ia 

diberikan sejumlah harta yang dapat menyampaikannya ke negerinya. Hal ini 

pun telah disepakati para ulama‟. 

2. Orang yang sedang berada di negerinya sendiri, akan tetapi ia akan berniat 

untuk melaukan perjalanan. Golongan yang seperti ini mayoritas ulama‟ 

melarang untuk memberikannya zakat, akan tetapi Imam Syāfi‟ī 

memperbolehkannya dengan ketentuan ia sama sekali tidak memiliki 

harta/uang untuk perjalanannya.
137

 

Ibn al-sabīl diberikan bagian dari harta zakat sebanyak keperluannya untuk 

mencapai tujuannya, hal ini apabila ibn al-sabīl sedang membutuhkan dalam 

perjalanannya walaupun ia dinegerinya termasuk orang yang kaya,
138

namun 

apabila ada kelebihan/sisa dari harta yang telah diberikan kepadanya maka ia 

harus mengembalikan sisanya.
139

 

B. Ketentuan Umum Tentang Hutang Piutang. 

1. Pengertian Hutang Piutang. 

Hutang piutang dalam bahasa Arab disebut al-dain. Secara bahasa al-dain 

adalah kata tunggal al-duyūn atau al-adyūn yang memiliki arti setiap sesuatu yang 
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tidak ada.
140

 Dan secara terminologi hutang piutang adalah suatu istilah untuk 

suatu harta hukmī yang berada dalam tanggungan. Dalam bahasa Arab redaksi  

kata hutang  yaitu dengan menggunakan huruf „ālā dan piutang mengunakan 

huruf lām, seperti perkataan orang Arab: “‟ālayya al-dain” yang artinya aku 

mempunyai hutang dan “lī al-dain” yang artinya aku mempunyai piutang.  

Ahmad Khumedi Ja‟far mendefinisikan hutang piutang yaitu memberikan 

sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa uang maupun benda 

dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana 

orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang 

dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang 

telah ditentukan.
141

  

Selanjutnya beliau pun menegaskan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan dalam hutang piutang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antar 

lain: 

a. Tulislah nama orang yang memberikan hutang dan nama orang yang 

berhutang. 

b. Tulislah alamat rumah orang yang berhutang. 

c. Tulislah jumlah uang atau benda yang hutangkan. 

d. Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun terjadinya hutang piutang dan kapan 

waktu pengembaliannya. 
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e. Berilah tanda terima, baik berbentuk kwitansi atau nota kepada orang yang 

berhutang sebagai ikatan perjanjian yang telah ditandatangani oleh yang 

berhutang, yang memberikan hutang dan para saksi. 

Ketentuan-ketentuan di atas mengacu kepada firman Allah S.W.T yang berbunyi:  

َ ة َّ 
َ
أ ِي َ  يَ  سَّ ةٗ َ  ٱٱٍّ صَلٖ  َّ

َ
ۚۡ  اَاَ ُ وٓاْ إذَِا دََ اينَذُ  ثَِ يذٍۡ  إلََِ    ذُجُوهُ ذُت ثٍّيذَۡ لُ ذۡ   وَ ٱكذۡ لَذۡ ٱذۡ

ِ ِۚ َ دتُِ  بِ    ٢٨٢ ...ٱلذۡعَ ذۡ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-

Baqarah: 282).  

Mengenai ayat di atas, seorang mufassir Syekh Muhammad „Alī al-Shābūnī 

mengatakan dalam kitab tafsirnya shofwah al-Tafāsīr bahwa hal ini adalah suatu 

arahan atau petunjuk dari Allah S.W.T untuk hamba-hambanya secara langsung  

agar mencatat atau menulis pada transaksi yang mu‟ajjal (bertempo), hal ini 

bermaksud agar lebih terjaga dan yakin pada jumlah dan batas akhir yang telah 

ditentukan.
142

 

2. Dasar Hukum Hutang Piutang. 

Hutang piutang pada dasarnya hukumnya adalah sunnah, tetapi bisa berubah 

menjadi wajib apabila seseorang yang berhutang sangat membutuhkannya, 

sehingga hutang piutang sering diidentikan sebagai tolong menolong. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah S.W.T yang berbunyi: 

ِ َ عَةوَنوُاْ َ َ  وَ  ّ ِ
ۖۡ  وَ ٱلذۡ وَى  زذۡ ِ َ  َ عَةوَنوُاْ َ َ   وَ ٱاٍّ ذۡ ِ

وَ نِ ۖۡ وَ ٱ ذۡ   ٢... ٱلذۡعُ ذۡ
“......Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.......” (Q.S. 

Al-Maidah: 2).  
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Dalam hadīts juga Rasulullah S.A.W bersabda: 

ِ  ْ ِ   للهُ وَ 
َ
143.(رَوَاهُ ا مُْسْلِ ُ ) فِِ عَوْنِ العَْجِْ  َ ة َ نَ العَْجُْ  فِِ عَوْنِ  

 

“Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong 

saudaranya” (H.R. Muslim).  

 

Pada dasarnya hukum berhutang adalah mubāh (boleh).  Akan tetapi hukum 

ini bisa berubah dengan berubahnya kondisi atau keadaan orang yang berhutang, 

seperti haram apabila ia berhutang untuk bermaksiat dan berbuat keji. Begitupun 

hukum memberikan hutang bisa berubah menjadi haram apabila ia mengetahui 

bahwa peminjam akan menggunakan harta yang dipinjam untuk berbuat yang 

melanggar syariat. Hal ini sesuai dengan qāidah fiqhiyyah sebagai berikut: 

زَْ ةنِ 
َ
ِ اٱ ظَْ ِ  ثذَِغَ َّ

َ
ُ اٱْ .َ  ُ  لُِْ  َ غَ َّ

144 

“Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah seiring berubahnya waktu” 

Walaupun pada dasarnya hukum berhutang adalah boleh, akan tetapi Islam 

sering mengingatkan dan menganjurkan seorang muslim agar menahan dirinya 

agar tidak berhutang. Hal ini disebabkan karena berhutang tanpa disadari dapat 

membuat tersiksa dan gelisah dengan hutangnya. Rasulullah S.A.W pun 

mengajarkan umatnya untuk berdoa agar terbebas dari lilitan hutang, sebagaimana 

hadīts yang berbunyi: 

ِ  سَعِ ٍْ  اَْ ُْ ريِ رَِ  
َ
 عَلَ ْ ِ وَ سَلٍَّ    للهُ   َ لٍَّّ   للهِ  عَ ُْ   َةَ  دََ لَ رسَُوُْ    للهُ  عَْ   

َ ةَ حَ َ َ ةَ  
ُ
ثوُْ  

َ
نلَْةريِ ُ َ ةُ  َ ُ أ

َ
َ ةَ حَ :ذَاتَ يوَْمٍ اَ مَْسْضَِ  فَإذَِا ُ وَ ثِ صَُلٍ ِ َ  اٱْ

ُ
ثةَ  

َ
 يةَ أ
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َ ةِ  َةَ   رَااَ صَة سًِة فِِ اْ مَسْضِِ  فِِ َ ْ ِ وَ خِْ ا لٍّ
َ
ُ مُوٌْ   َ َِ ذِْ  وَ دُيوْنٌ يةَ   :َ ة لَِ  
ذَْ تَ :  َةَ    للهِ رسَُوَْ  

َ
عَلّمُِكَ َ ًَ ة إذَِا  ُلذَُْ   

ُ
فََ   

َ
كَ وَ  ضَََ عَ كَْ دَْ َ كَ    للهُ    َ مٍّ
عُوذُْ ثكَِ ِ َ  ا َْ ّ ِ وَ  :  َةَ    للهِ  ُلخُْ ثلَََّ يةَ رسَُوَْ  

َ
ْ سَ خَْ اَ لٍُّ  ٍّ إِّ ِ  

َ
ْ جَعْخَ وَ  

َ
 ُلْ إذَِا  

عُوذُْ ثكَِ 
َ
عُوذُْ ثكَِ ِ َ  الُْْبِْْ وَ الْبُخْلِ وَ  

َ
عُوذُْ ثكَِ ِ َ  العَْضْ ِ وَ اللَْسَلِ وَ  

َ
ااََْ نِ وَ  

يِْ  وَ قَْ  ِ ا  صَِّةِ   ثوُْ دَاوُدَ )ِ ْ  َ لَجَحِ ااٍّ
َ
  145(.رَوَاهُ أ

“Dari Abu Said al-Khudri R.A berkata, pada suatu hari Rasulullah S.A.W masuk 

ke dalam masjid dan beliau sedang bersama seorang laki-laki dari kaum Anshār 

yang bernama Abū Umāmah seraya berkata: Wahai Abū Umāmah, mengapa aku 

melihatmu duduk di masjid pada selain waktu salat. Maka ia berkata: 

kegundahan dan hutang menimpaku wahai Rasulullah. Rasul pun berkata: 

maukah engkau kuberitahu suatu doa yang apabila engkau membacanya, Allah 

S.W.T akan menghilangkan kegundahanmu dan membayar hutangmu, maka aku 

berkata: mau wahai Rasulullah, maka Rasulullah berkata: Bacalah doa apabila 

engkau berada diwaktu pagi maupun petang: Ya Allah, sesungguhnyaaku 

berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan 

malas, kikir dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang”. (H.R. Abū Daud) 

3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang. 

Rukun hutang piutang ada empat, yaitu: 

a. Al-„āqidāni. 

Yang dimaksud dengan al- āqidāni ialah kedua belah pihak yang 

melangsungkan transaksi yaitu pemberi hutang dan penerima hutang. Adapun 

syarat al- āqidāni hendaklah merdeka, bāligh, berakal sehat dan rasyīd (cakap 

bertindak hukum).
146

 

b. Harta yang dihutangkan. 

Harta yang dihutangkan memiliki beberapa syarat-syarat sebagai berikut: 

                                                             
145

Sulaimān bin al-Asy‟ats al-Sajistānī, Op.Cit., h. 93. 
146

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 335. 



 

1) Hendaklah harta yang dihutangkan merupakan māl al-mitsliyyāt yaitu harta 

yang dapat ditakar (makīlāt), harta yang dapat ditimbang (mauzūnāt), harta 

yang dapat diukur (zari‟yat), harta yang dapat dihitung (adiyyāt).
147

 

2) Hendaklah harta yang dihutangkan dapat diperjual-belikan, baik itu jenis 

harta makīlāt, mauzūnāt, zari‟yat ataupun adiyyāt. Maka atas dasar ini tidak 

sah menghutangkan manfaat atau jasa.
148

 

3) Harta yang dihutangkan hendaklah diketahui kadar dan sifatnya. 

4) Harta yang dihutangkan hendaklah māl al-mutaqawwim (bernilai harta) dan 

dibenarkan oleh syari‟at. 

c. Al-qabdh. 

Al-qabdh ialah serah terima. Akad hutang piutang tidak akan sah kecuali 

dengan adanya serah terima, karena dalam praktek transaksi hutang piutang 

merupakan akad tabarru‟ dan akad tabarru‟ tidak sempurna kecuali dengan serah 

terima. Hal ini sesuai dengan qāidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

اُ إِ ٍّ ثَِ جٍْ    .َ  يذَِ َّ ااٍَّ َّ

“Tidaklah sempurna akad tabarru‟ kecuali dengan al-Qabdh (serah terima)”.
149

 

d. Shīghat.  

Akad hutang piutang dinyatakan sah dengan adanya ījāb dan qabūl. Dan 

mayoritas fuqaha‟ berpendapat bahwa ījāb dan qabūl sah dengan lafaz hutang 

piutang dan dengan semua lafaz yang menunjukan maknanya. Seperti: “Aku 
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memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu” dan diikuti qabūl dari penerima 

hutang mengucapkan “Aku berhutang” atau “Aku menerima”. 

4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya Transaksi Hutang Piutang. 

Di antara hikmah dan manfaat disyariatkannya transaksi hutang piutang 

antara lain: 

a. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan 

bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan 

meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Sebagaimana firman 

Allah S.W.T: 

مَة ِ ُ ونَ  إنٍِّ ذـۡ ذۡمُ ۚۡ وَ ٱ  َ وَيذۡلُ ذۡ
َ
  َ لعُِواْ بَ ذۡ  ذۡ

َ
وَةٞ فَ  ْ  إِ ذۡ ُ وا   ١٠ لعََلٍّلُ ذۡ دُ ذۡحَُِونَ   للهَ   ٱ ٍّ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Q.S. Al-Hujarat: 10). 

b. Melaksanakan serta merealisasikan perintah Allah S.W.T agar kaum 

muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana 

yang tertulis dalam surat al-Maidah ayat 2.
150
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BAB III 

PENDAPAT IMAM MĀLIK DAN IMAM SYĀFI’Ī TENTANG ZAKAT  

BAGI HARTA PUITANG 

A. Imam Mālik. 

1. Biografi Imam Mālik dan Latar Belakang Pendidikannya. 

Nama lengkap Imam Mālik adalah Abū „Abdillah Mālik bin Anas bin Mālik 

bin Ābi „Āmir bin „Amr bin al-Hārits bin Ghaimān bin Khutsail bin „Amr bin al-

Hārits bin „Auf bin Mālik bin Zaid bin Syaddād bin Zur‟ah al-Ashbahī al-Madanī. 

Dan nama ibundanya adalah „Āliyyah binti Syarīk al-Azdiyah.
151

 Beliau adalah 

keturunan bangsa Arab dusun Dzū Ashbah di kota Himyār jajahan negeri 

Yaman.
152

 

Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H, yang pada tahun inipula 

wafat pembantu Rasulullah S.A.W  yang bernama Anas.
153

 Imam al-Wāqidī 

berkata: “ Beliau berada di kandungan ibundanya selama 3 tahun”.
154

 Beliau 

wafat pada hari Ahad 10 Rabī‟ul Awal pada tahun 179 dan dimakamkan di Baqī‟ 

menurut pendapat yang disepakati Mālikiyyah.
155

 Dan beliau menghembuskan 

nafas terakhirnya pada saat umur beliau 84 tahun. Beliau mempunyai empat anak 

menurut riwayat mayoritas Mālikiyyah. Anak-anak Imam Mālik yaitu Yahyā, 

Muhammad, Hammād dan Fāthimah.
156
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Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu dalam 

bidang material, akan tetapi keluarga tersebut kaya dalam bidang spiritual, taat 

dalam melaksanakan ajaran Islam, dan menguasai ilmu agama terutama hadīts-

hadīts Rasulullah S.A.W. Kakek Imam Mālik termasuk ulama‟ tabi‟in yang 

banyak meriwayatkan hadīts Rasululah S.A.W yang didapatkan riwayatnya dari 

„Umar bin al-Khattāb, Utsmān bin „Affān dan Thalhah.
157

 

Imam Mālik mulai belajar dengan para guru-gurunya ketika berumur 10 

tahun. Beliau belajar dengan sungguh, giat, kesabaran dan ketabahan terlebih 

dalam memahami ilmu fiqh dan hadīts, hal inilah yang menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan kesuksesannya serta berkembanglah mazhabnya.
158

 Hal ini 

terbukti dengan jumlah guru-guru beliau yang berjumlah 900 guru, 300 di 

antaranya adalah termasuk tabi‟in,
159

antara lain: Nāfi‟, Sa‟id al-Maqburī, Ibn 

Syihāb, Nu‟aim al-Mujmir, Ibn al-Munkadir, Muhammad bin Yahyā bin Hibbān, 

Ishāq bin Abdullah bin Abī Thalhah, Ayyūb al-Sakhtiyānī, Zaid bin Aslam, Zaid 

bin Abī Anīsah, Shuhail bin Abī Shaleh, Shofwān bin Sulaim, „Āmir bin Abdillah 

bin Zubair, „Abdullah bin Dīnār, „Abdurrahman bin Qāsim, bin Muhammad, 

Wahab bin Kīsān dan masih banyak lainnya.
160

 

Imam Mālik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan  Khalīfah 

Sulaimān bin Abdul Mālik dari Bani Umayyah VII.
161

 Pada waktu itu kota 

Madinah merupakan kota yang kaya dengan ilmu pengetahuan tentang hadīts 

                                                             
157

M Bahri Ghazali, Djumadris, Perbandingan Madzhab (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

1992), h. 59. 
158

Yūsuf bin Hasan Abdul Hādī, Op.Cit., h. 147. 
159

Ali Jum‟ah Muhammad, Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah (Kairo: Dār 

al-Salām, 2012), h. 183. 
160

Yūsuf bin Hasan Abdul Hādī, Op.Cit., h. 153. 
161

Huzaemah Tahido Yanggo, Loc.Cit.. 



 

nabawiyah, banyak para tabi‟in yang paham dan mengerti dengan hukum agama 

dan penuh dengan peninggalan ilmu dari para sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W. 

Dalam suasana seperti itulah Imam Mālik tumbuh dan mendapat pendidikan dan 

mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga pada usia yang masih terbilang 

muda beliau sudah dapat memberikan fatwa. Di antara teman sebaya beliau yang 

belajar dan mengambil ilmu denganya yaitu Abū Hanīfah, al-Laits bin Sa‟ad, 

Muhammad bin Hasan dan lain-lainya. Dan para ulama‟ yang hidup pada masa itu 

bersepakat atas kepemimpinan, penguasaanya beliau dalam ilmu hadīst dan fiqh, 

baik dalam menyimpulkan dan mengeluarkan suatu hukum yang diiringi dengan 

sifat wara‟ (kehati-hatian) dan ketakwaan.
162

 Imam Mālik diberi gelar Imām 

Dārul Hijrah (pemimpin rumah hijrah/Madinah) karena beliau adalah seorang 

Mufti yang dipercaya umat pada saat itu. 

2. Pola Pemikiran Dan Metode Istidlāl Imam Mālik. 

Imam Mālik adalah seorang ahli di bidang hadīts dan fiqh, semua itu beliau 

dapatkan karena keteguhan hati, kesabaran dan sangat memuliakan ilmu. Karena 

itu semua, Imam Mālik tumbuh dan menjadi seorang ulama‟ yang dikenal. Hal ini 

terbukti dari perkataan yang diriwayatkan Abū „Umar bin Abd al-Bar: “Rabī‟ah 

bin „Abdurrahman adalah salah satu guru Imam Mālik. Hal yang mengejutkan 

terjadi  ketika Imam Mālik sudah tidak belajar lagi dengannya dan Imam Mālik 

pun sudah mulai mengajar, aku melihat bahwasannya para murid-murid Imam 

Mālik lebih banyak dari pada gurunya pada saat beliau mengajar”.
163

 Maka atas 

dasar itulah  Imam Mālik dapat  menulis 100.000 hadīts dengan tangannya 
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sendiri. Dan beliau mulai mengajar saat umur beliau 19 tahun dan orang-orang 

beramai-ramai untuk belajar dengan beliau seperti beramai-ramainya orang-orang 

yang mengharapkan pemberian dari para pemerintah.
164

 

Sebagai seorang yang dikenal dengan keluasaan dan kepahaman tentang 

ilmu fiqh dan hadīts, akan tetapi beliau tidak mudah untuk memberikan fatwa dan 

hukum tentang pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini pernah terjadi ketika 

beliau hanya menjawab 4 dari tentang 40 pertanyaan dan beliau berkata: “Untuk 

sisa pertanyaannya wallahu a‟lam (hanya Allah S.W.T yang lebih mengetahui)”. 

Dan hal yang serupa pernah beliau katakan dengan lisannya: 

ا كَِ  ْ لٌ ٱَِ
َ
  ِ ّ

َ
ْ ذَ خُْ ظَتٍَّّ شََ َ  لَِ سَجعُْوْنَ أ

َ
.َ ة  

165 

“Tidaklah aku akan memberikan fatwa kecuali tujuh puluh orang bersaksi bahwa 

aku orang yang pantas memberikan fatwa” 

Adapun metode istidlāl yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum 

Islam adalah: 

1. Al-Qur’ān. 

Dalam memegang al-Qur‟ān ini meliputi istidlāl (pengambilan hukum) 

berdasarkan nash al-Qur‟ān, dzāhir al-Qur‟ān dan mafhūm al-Qur‟ān.
166

 

2. Al-Sunnah. 
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Dalam berpegang dengan al-sunnah ini meliputi istidlāl  (pengambilan 

hukum) berdasarkan nash al-Hadīts, dzāhir al-Hadīts, mafhūm al-Hadīts, tanbīh 

al-Hadīts, dan daīil al-Hadīts.
167

 

3. Ijma’ Ahl al-Madīnah. 

Ijma‟ ahl al-Madīnah merupakan sandaran hukum bagi Imam Mālik. Akan 

tetapi beliau membedakan antara ijmā‟ al-Ummah dan ijmā‟ ahl al-Madīnah. Hal 

ini beliau tegaskan dengan pernyataannya: 

نْ  عَْ ضََ ة َ َ 
َ
لحًَ وَاظَِ ةً إِ ٍّ بَعَْ   

َ
حِ وَ عَمَلِ l َْ   ُ ْ  َ سْأ ٍّ 

ُ
 الْْيحَِ وَ ا سَّ ٍّحِ وَ إِْ َةاِ اٱْ

ْ لِ ا مَِْ ْ َ حِ 
َ
 .

168
 

“Aku tidak menghukumkan satu masalah kecuali setelah aku melihat di dalam 

ayat (al-Qur‟ān), al- Sunnah,  ijmā‟ umat dan amalan orang Madinah”. 
Dalam studi mazhab Imam Mālik, ijmā‟ ahl al-Madīnah ini terbagi menjadi 

beberapa tingkatan, yaitu: 

1) Kesepakatan ahl al-Madīnah yang asalnya adalah naql bukan berdasar dari 

ijtihād, seperti tentang ukuran mud dan sha‟. Ijma‟ semacam ini merupakan 

hujjah bagi Imam Mālik. 

2) Amal ahl al-Madīnah sebelum terbunuhnya Khalīfah Utsmān bin „Affān. 

Ijmā‟ ahl al-Madīnah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi 

mazhab Mālikī. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada „amal 

ahl al-Madīnah masa itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah 

S.A.W. 
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3) „Amal ahl al-Madīnah yang dijadikan pendukung atau pentarjīh atas dua dalil 

yang ta‟arudh (bertentangan). Maksudnya adalah apabila ada dua dalil yang 

bertentangan, sedang salah satu dari kedua dalil itu ada yang merupakan 

„amal ahl al-Madīnah, maka dalil yang ditarjīhkan oleh „amal ahl al-

Madīnah itulah yang dijadikan hujjah bagi mazhab Mālikī. 

4) „Amal ahl al-Madīnah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan 

Rasulullah S.A.W. „Amal ahl al-Madīnah seperti ini bukan merupakan hujjah 

bagi mazhab Mālikī.
169

 

4. Fatwa Sahabat. 

Fatwa sahabat adalah  Kibār al-Shahābah (sahabat besar), yang 

pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql bukan 

dari ijtihād para sahabat. Artinya, yang dimaksud dengan fatwa sahabat adalah 

yang berwujud hadīts-hadīts yang wajib diamalkan. Menurut Imam Mālik, para 

kibār al-shahābah tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang 

dipahami dari Rasulullah S.A.W. Akan tetapi beliau juga mensyaratkan bahwa 

fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadīts marfū‟.
170

 

5. Khabar Āhād dan Qiyās. 

Imam Mālik tidak mengakui khabar āhād sebagai sesuatu yang datang dari 

Rasulullah S.A.W, jika khabar āhād itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah 

dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbāth, kecuali 

khabar āhād tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qathī. Dalam 

menggunakan khabar āhād  ini, Imam Mālik tidak selalu konsisten. Kadang-
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kadang ia mendahulukan qiyās dari pada khabar āhād. Kalau khabar āhād itu 

tidak dikenal atau tidak popular dikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini 

dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar āhād ini tidak benar berasal dari 

Rasulullah S.A.W. Dengan demikian, khabar āhād tidak digunakan sebagai dasar 

hukum, tetapi ia menggunakan qiyās dan maslahah.
171

 

6. Al-Istihsān. 

Al-Istihsān secara etimologi ialah:  

.عَ ٍّ ا شٍّ ئُْ ظَسًَ ة
172 

“Menjadikan/menganggap sesuatu menjadi baik”. Secara terminologi ialah: 

نْ َ عِْ َ  ا مُْضْذَِ ُ  َ َ 
َ
 k وَْى 

َ
لحَِ ثمِِسلِْ َ ة ظَلََ  فِِ نََ ة ِ َِ ة  وِصَْ ِ  

َ
نْ َ لَُْ  فِِ ا مَْسْأ

َ
  
وٍّ ِ 

َ
  .َ ْ ذَضَِ العُُْ وُْ  عَِ  اٱْ

“Beralihnya seorang mujtahid waktu menetapakan hukum dalam suatu masalah 

seperti apa yang berlaku dalam yang sebanding dengannya, karena ada yang 

mendorongnya untuk beralih dari yang pertama”.
173

 

 Dari pengertian di atas terlihat bahwa al-Istihsān itu terlihat bentuk 

pergeseran penggunaan dalil kepada yang dianggap mujtahid lebih kuat. Artinya, 

al-Istihsān itu selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai 

suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak dari suatu 

ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan madharah. 

7. Maslahah al-Mursalah. 

                                                             
171

Huzaemah Tahido Yanggo, Loc.Cit,. 
172

Abdul Wahhāb Khallāf, Ilmu Ushul al-Fiqh Wa Khalāsah al-Tasyri‟ al-Islāmī (Kairo: 

Dār al-Fikr al-Arabī, 1996), h. 76. 
173

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 60. 



 

Maslahah al-Mursalah atau yang disebut al-Mutlaqah menurut ahli ushūl 

al-Fiqh ialah: 

ِ ٌّ عََ  إعِْذجَِةرَِ ة  ةراُِ ظُلْمًة اَِعْ ِ ْ َِ ة وَ َْ  يَُ  َّ دَٱِلٌْ شَّْ اَ مَْلْلَعَحُ الٍّتَِّ  َْ  يشَِْْاِ ا شٍّ
وْ إلِغَْةاَِ ة

َ
 .

174 

“Suatu kemaslahatan yang tidak disyariat‟kan oleh syāri‟ (Allah dan Rasulnya) 

suatu kepastian hukumnya dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar‟i untuk 

mengi‟tibarkannya atau membatalkannya” 

Para ulama‟ yang menjadikan maslahah al-mursalah sebagai dasar hukum 

menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

1) Hendaklah mashlahah itu memang benar-benar ada bukan mashlahah 

wahmiyyah (angan-angan). Artinya, bahwa penetapan hukum ini nyatanya 

memang benar-benar mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan, 

bukan hanya berdasarkan wahmiyyah (angan-angan). 

2) Hendaklah mashlahah itu untuk kepentingan universal bukan kepentingan 

individual atau sebagian kelompok semata. 

3) Hendaklah mashlahah itu tidak bertentangan dengan suatu hukum yang telah 

ditetapkan oleh nash atau ijmā‟. Seperti mengatakan dalam hukum kewarisan 

bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian anak perempuan.
175

 

Ada beberapa alasan mengapa maslahah al-mursalah dapat dijadikan 

metode dalam merumuskan hukum. Pertama, mewujudkan kebaikan . yakni hal-

hal yang diperlukan untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik-

baiknya. Kedua, menghilangkan keburukan (kerugian), yakni hal-hal yang 
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merugikan manusia, baik kerugian materil atau moril. Ketiga, menutup jalan, hal 

ini didasarkan karena seringkali perbuatan yang dilarang dalam syara‟ sebenarnya 

bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain 

meskipun tidak disengajakan yang memang benar-benar dilarang, melainkan 

karena bisa mendatangkan perbuatan lain, dalam istilah lain adalah al- Ihtiya „alā 

al-Qānūn. Keempat. Perubahan masa. Hal ini didasarkan kaidah  taghayur al-

ahkām bi al- tahgayur al- azmān.
176

 

8. Sad al-Zarā’ī. 

Sad al- Zarā‟ī menurut ahli ushūl al-Fiqh ialah menutup/menyumbat segala 

sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.
177

 

Imam Mālik menjadikan sad al- zarā‟ī sebagai landasan dalam menetapkan 

hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram 

atau terlarang, hukumnya adalah haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju 

kepada yang halal, maka halal hukumnya.
178

 

9. Istishāb. 

Secara etimologi istishāb diambil dari perkataan: 

.اسِْذَلْعَجخُْ َ ة َ نَ فِِ ا مَْةِ  
179 

“Aku membawa serta apa yang telah ada waktu yang lampau sampai sekarang” 

Sedangkan menurut terminologi ialah: 
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ِ دلِكَْ َ  ااَُْلُْ  َ َ  ا شٍّ ئِْ ثةِاَْةِ  الٍّتَِّ َ نَ اَ  ْ َ ة ِ ْ  قَجلُْ ظَتٍَّّ َ ُ وَْ  دَٱِلٌْ َ  َ غَ َّ
ٱِلُْ  ِي َ نَ زةَبَذًة فِِ ا مَْةِ  ثةَقًِ ة فِِ ااَْةِ  ظَتٍَّّ َ ُ وَْ  ااٍّ وْ ُ وَ صَعَلَ ااُْلَْ  اٱٍّ

َ
ااَْةِ   

.ايَََ تَغَيُّرِهِ
180 

“Hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya 

dalil yang mengubah keadaan itu atau menjadikan suatu hukum yang telah tetap 

pada masa lalu ada sampai masa sekarang sampai adanya dalil yang 

mengubahnya” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, istishāb ialah segala  

hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa 

sekarang, kecuali kalau ada yang telah mengubahnya dan segala hukum yang ada 

pada masa sekarang tentu telah ditetapkan pada masa lalu.
181

 

10. Syar’u Man Qoblanā Syar’un Lanā. 

Menurut Qadhi Abdul Wahhāb al-Mālikī, bahwa Imam Mālik menggunakan 

kaidah syar‟u man qoblanā syar‟un lanā. Akan tetapi menurut Sayyid 

Muhammad Mūsā, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Mālik yang 

menyatakan demikian.
182

 

Abdul Wahhāb Khallāf menjelaskan masalah ini dalam bukunya “‟Ilmu 

Ushūl al-Fiqh Wa Khalāshah al-Tasyrī‟ al-Islāmī” bahwasannya apabila al-

Qur‟ān dan al- Sunnah telah menceritakan hukum-hukum yang telah berlaku 

untuk umat sebelum kita dengan perantara rasul-rasul mereka dan hukum-hukum 

tersebut telah dinashkan oleh Allah S.W.T dalam al-Qur‟an maka sudah jelas 

hukum-hukum tersebut menjadi syari‟at untuk kita. Akan tetapi, apabila ada dalil 

syar‟ī baik dari al-Qur‟ān dan al- Sunnah meyatakan bahwa hukum-hukum telah 
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dinaskh, maka tidak ada tidak ada perbedaan bahwa semua itu bukan termasuk 

dalam kategori syari‟at untuk kita karena ada dalil nāsikh (yang 

menghapusnya).
183

 

3. Karya-karya Imam Mālik, Murid-muridnya serta Penyebaran dan 

Perkembangan Mazhabnya. 

 

Imam Mālik  seorang ulama‟ kharismatik, berpengetahuan luas, dan ahli di 

bidang fiqh dan hadīts, beliau tidak hanya mengajar dan membagikan ilmu yang 

beliau dapatkan semasa belajar hanya kepada orang-orang yang hidup pada saat 

itu saja, akan tetapi Imam Mālik juga menulis kitab, agar orang yang hidup setelah 

beliau wafat dapat merasakan dan menikmati ilmu yang dari beliau. Karya-karya 

Imam Mālik banyak sekali jumlahnya. Sebagian ada yang tidak dicetak menjadi 

buku dan sebagian sudah dicetak menjadi buku sehingga kita dapat merasakannya 

sampai saat ini. Adapun karya beliau yang tidak dicetak antara lain: 

1) Risālah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Ibn Wahb yang 

didalamnya menjelaskan Qadr. 

2) Karangan beliau tentang tafsir al-Qur‟ān yang khusus membahas gharīb al-

Qur‟ān. 

3) Risālah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Muhammad Bin Mathraf 

yang berisikan tentang fatwa. 

4) Risālah (tulisan kecil) yang membahas tentang al-„Aqdhiyah. 

5) Karangan beliau yang membahas tentang al-Manāsik. 

6) Sir atau Siyar yang menjelaskan tentang sejarah. 
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7) Membahas tentang nujūm (bintang), perhitungan zaman/waktu dan manāzil 

bulan. 

Adapun karya-karya beliau yang telah dicetak antara lain: 

1) Risālah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada al-Laits bin Sa‟ad. 

2) Risālah (tulisan kecil) tentang adab dan nasehat. 

3) Al-Muwatha‟.
184

 

Karya beliau yang paling populer hingga saat ini kita masih dapat 

merasakannya adalah al-Muwatha‟. Kitab hadīts  yang sering dipelajari dan dikaji 

bahkan dijadikan rujukan dalam ilmu fiqh. Dalam menulis kitab al-Muwatha‟, 

beliau menghabiskan waktu untuk menulisnya selama 40 tahun. Hal ini 

disebabkan karena kehati-hatian dan rasa ta‟dzim beliau dalam menulis hadīts-

hadīts Rasulullah S.A.W. 

Cara penulisan kitab al-Muwattha‟ ini mengandung dua aspek, yaitu aspek 

hadīst dan aspek fiqh. Aspek hadīts itu karena dalam kitab ini banyak sekali 

mengandung hadīts-hadīts yang berasal dari Rasulullah S.A.W, sahabat dan 

tabi‟in. Hadīts-hadīts yang terdapat dalam  kitab al-Muwattha‟ ada yang bersanad 

lengkap, ada yang munqathi‟, seperti hadīst yang beliau dapatkan dari Abdul 

Karīm bin Abī al-Makhāriq, Muhammad bin „Uqbah dan „Umar bin Husein, dan 

adapula yang bersanad mursal, seperti hadīts yang beliau dapatkan dari Zuhri, 

Yahyā al-Anshāri dan Hisyām bin „Urwah. Yang kedua adalah aspek fiqh, hal ini 

dikarenakan metode penyusunannya berdasarkan bab pembahasan seperti kitab 
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fiqh pada umumnya yaitu bab pertama diawali dengan bab thahārah (bersuci), 

dilanjutkan dengan bab salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. 

Salah satu faktor atau sebab karya-karya beliau dapat tersebar di belahan 

penjuru dunia ialah banyaknya jumlah murid-murid beliau yang menggali ilmu 

dan belajar dengannya. Di antara murid-murid beliau antara lain: 

- Ahmad bin Abū Bakar keturunan sahabat „Abdurrahman bin „Auf. Beliau 

mempelajari dan meriwayatkan kitab al-Muwattha‟ dari Imam Mālik. Dan 

banyak yang mengambil hadīts darinya antara lain, Imam Bukhāri, Imam 

Muslim, Abū Daud, Tirmidzī, Ibnu Mājah. Beliau adalah orang yang jujur, ahli 

fiqh, dan pernah menjadi Qadhī di kota Madinah dan beliau wafat pada tahun 

241 H dan pada saat itu menjabat sebagai Qadhī. 

- Asyhab bin „Abdul „Azīz bin Daud bin Ibrāhīm. Di antara yang mengambil 

mengambil hadīts darinya yaitu, Yūnus bin „Abdul „A‟lā, Muhammad bin 

„Abdullah bin „Abdul Hakīm, Ibn al-Mawwāz, Syahnūn dan „Abdul Mālik bin 

Hubaib. Beliau seseorang yang ahli di bidang fiqh hingga Imam Syāfi‟ī 

memujinya dengan “Tidak pernah aku melihat orang yang faqīh meliebihi 

Asyhāb”, sehingga fatwa-fatwa Imam Mālik yang di dalam kita al-

Mudawwanah al-Kubrā banyak mengambil riwayat darinya. Dan beliau wafat 

di Mesir pada tahun 204 H. 

- Sawīd bin Sa‟īd al-Hadatsānī. Beliau bertemu dengan Imam Mālik dan 

meriwayatkan al-Muwattha‟. Beliau adalah seseorang yang gemar berkelana 

untuk mencari hadīts hingga ke Makkah, Madinah, Syam, Irak dan Mesir. Di 



 

antara ulama‟ yang meriwayatkan darinya ialah: Imam Muslim, Ibnu Mājah, 

Ibn Uyaynah dan Ibn Hazm. Dan beliau wafat pada tahun 240 H.
185

 

Masih banyak lagi murid-murid Imam Mālik yang menyebarkan ilmunya 

dan juga menyebarkan mazhab Imam Mālik. Pada awalnya penyebaran mazhab 

Māliki hanya berkembang di kota Madinah dan sekitarnya, akan tetapi setelah 

murid-muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia setelah kembalinya mereka ke 

Negara masing-masing harus mengembangkan ilmu yang didapatnya. Adapun 

yang menyebarkan mazhab Māliki di Mesir antara lain „Utsmān bin Hakam al-

Judzami, Khālid bin Yazīd bin Yahyā, „Abdurrahman bin al-Qāsimī, Asyhab bin 

„Abdul „Azīz, Ibnu Abdil Hakam, Hāris bin Miskīn. 

4. Pendapat Imam Mālik Tentang Zakat Bagi Harta Piutang. 

Dalam konsep kepemilikan harta dalam Islam, harta secara garis besar dapat 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Milk al-Tām, yaitu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya 

sekaligus, artinya bentuk benda dan kegunaannya dapat dikuasai. 

b. Milk al-Naqishah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda 

tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya saja atau memiliki 

manfaat tanpa memiliki bendanya (zatnya).
186

 

Dilihat dari segi mahal (tempat), kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

a. Milk al-Āin atau sering disebut milk al-Raqabah, yaitu memiliki segala benda, 

baik benda ghairu al-Manqūl (yang tetap), maupun benda manqūl (yang 
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dapat dipindahkan), seperti kepemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan 

motor. Kepemilikan terhadap benda-benda tersebut disebut dengan milk al- 

„Ain. 

b. Milk al-Manfa‟ah, yaitu seseorang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu 

benda, seperti benda dari hasil pinjaman, wakaf dan lainnya. 

c. Milk al-Dain, yaitu pemilikan karena adanya hutang, misalnya sejumlah uang 

yang dipinjamkan kepada seseorang. 

Berdasarkan pengelompokan kepemilikan di atas para ulama‟ berbeda 

pendapat tentang zakat bagi harta piutang. Apakah harta yang berada di tangan 

orang lain yang esensinya dipinjamkan berdasarkan untuk saling membantu dan 

tolong menolong wajib dizakati atau tidak, apabila telah mencapai nishāb dan 

telah lewat dari satu tahun semenjak kepemilikannya ?.  

Permasalahan zakat Allah S.W.T telah memerintahkannya secara tegas di 

dalam al-Qur‟ān, akan tetapi al-Qur‟ān tidak menjelaskan secara rinci apakah 

zakat tersebut diwajibkan atas harta piutang atau tidak, atau siapakah yang wajib 

mengeluarkan zakatnya, apakah pemberi piutang selaku pemilik aslinya ataukah 

penerima hutang selaku yang menikmati dan mendapatkan manfaat dari harta itu. 

Dan inilah yang menjadi perdebatan, perbedaan pendapat dan diskusi di kalangan 

ulama‟.  

Sebelum membahas dan mengetahui lebih dalam pendapat Imam Mālik 

tentang zakat piutang, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang 

pembagian piutang, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh jumhūr fuqahā‟. Dan 

pembagian itu adalah sebagai berikut: 



 

a. Piutang yang berada di bawah kekuasaan orang membenarkan piutang itu, 

mengakui jumlah kadar piutangnya dan berusaha untuk melunasinya. Piutang 

seperti ini disebut dengan marjū al-adā‟. 

b. Piutang yang berada di bawah kekuasaan orang yang mengakui piutang itu, 

akan tetapi penghutang mempersulit dan menunda-nunda pembayaran atau 

orang yang  menyangkal/mengingkari. Piutang yang seperti ini disebut dengan 

ghairu marjū al-adā‟. 

Setelah mengetahui dan memahami pembagian piutang di atas, maka 

penulis akan menjelaskan pendapat Imam Mālik. Dalam hal ini Imam Mālik 

memiliki pendapat tersendiri, yaitu bahwa beliau berpendapat, piutang yang 

berada di kekuasaan dan genggaman orang lain tidak wajib dikeluarkan zakatnya, 

sebagaimana pernyataan beliau yang telah dicantumkan oleh penulis pada bab I. 

Akan tetapi, piutang yang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya 

ialah merupakan piutang yang bersifat ghairu marjū al-adā‟. Menurut beliau, 

harta piutang adalah harta yang berada di tangan dan di bawah kekuasaan orang 

lain bukan di tangan atau kekuasaan pemiliknya, karena pemiliknya tidak dapat 

menggunakan, mengelola atau mentransaksikan hartanya apabila harta tersebut 

berada dalam kekuasaan dan gengggaman orang lain akan tetapi harta itu 

dimanfaatkan dan digunakan orang lain. Karenanya harta tersebut tidak termasuk 

dalam status al-milk al-tām (kepemilikan sempurna).  

Namun sebaliknya, piutang yang bersifat marjū al-adā‟, maka harta 

tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika pemilik piutang menerima kembali 

piutangnya dan hanya diwajibkan sekali saja walaupun harta tersebut berada di 



 

kekuasaan dan genggaman penghutang dalam waktu yang lama. Hal ini beliau 

tegaskan dalam kitabnya al-Muwattha‟: 

ِي ُ وَ عَلَ ْ ِ سِنِْ َ ذَوَاتِ عََ دٍ ُ  ٍّ قَجََ ُ  َ ةظِجُُ   َْ  تََِتْ عَلَ ْ ِ  ”...  َةَ  عَِ َ  اٱَّ
َ
وَ إنِْ  

.إِ ٍّ زََ ةٌ وَاظَِ ةٌ 
187
  

“...Dan apabila piutang tersebut berada di bawah kekuasaan penghutang dalam 

waktu beberapa tahun lamanya, kemudian pemilik piutang menerima piutangnya, 

maka ia hanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya hanya sekali saja” 

Berdasarkan apa yang telah ditegaskan oleh Imam Mālik dalam kitabnya, 

hal ini mengacu kepada hadīts Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan dari para 

sahabat-sahabatnya, antara lain adalah sebagai berikut: 

نةَدِ عَْ  عِلْ َِ حَ  َةَ   ِ  ا  ٍّ
َ
َ َ ة َ ْ ِ ي عَْ  سُفَْ ةنَ عَْ    ثوُْ ثلٍَْ   َةَ  ظَ ٍّ

َ
َ َ ة أ  : ظَ ٍّ

يِْ  زََ ةٌ  .لَيَْ  فِِ ااٍّ
188  

“Menceritakan kepada kami Abū Bakar berkata, menceritakan kepada kami 

Mahdī dari Sufyān dari Abī al-Zanād dari „Ikrimah berkata: Tidak ada kewajiban 

zakat atas hutang. 
َ َ ة زَيٌْ  بُْ  ااُْجَةبِ عَْ  عَجِْ   ِ  ُ لَ لَْحَ   للهِ ظَ ٍّ

َ
لِ عَْ  اثِْ    َـ ٍّ عَْ  عََئشَحَ   ثِْ  ا مُْ

.لَيَْ   ِ ْ ِ زََ ةٌ ظَتٍَّّ َ ْ جَِ  ُ  :  َةلخَْ 
189

 

“Menceritakan kepada kami Zaid bin al-Hubāb, dari „Abdullah bin al-Muammal, 

dari Ibn Abī Mulaikah, dari „Āisyah telah berkata: Tidaklah diwajibkan zakat 

padanya (piutang) sampai ia menggenggamnya”. 

ةجِ عَْ  عََ ةاَ  َةَ   ثوُْ َ عَةويِحََ عَْ  ظَضٍّ
َ
َ َ ة أ ِي ُ وَ َ ُ :ظَ ٍّ يِْ  اٱٍّ  لَيَْ  َ َ َ ةظِتِ ااٍّ

ِي ُ وَ عَلَ ْ ِ زََ ةٌ  .وَ َ  اٱٍّ
190
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“Menceritakan kepada kami Abū Muā‟wiyah, dari Hajjāj, dari „Athā‟ telah 

berkata: Tidak ada kewajiban untuk berzakat bagi yang memiliki piutang dan 

orang yang berhutang”. 

 

 

 

 

B. Imam Syāfi’ī.  

1. Biografi Imam Syāfi’ī dan Latar Belakang Pendidikannya. 

Nama lengkap Imam Syāfi‟ī adalah Abū „Abdullah Muhammad bin Idrīs 

bin „Abbās bin „Utsmān bin Syāfi‟ bin Sāib bin „Ubaid bin „Abdi Yazīd bin 

Hāsyim bin Abdul Mutthalib bin „Abdi Manāf  bin Qushay bin Kilāb bin Murrah 

bin Ka‟ab bin Luay bin Ghālib.
191

 Dan ibunya bernama Fāthimah binti „Abdullah 

bin Husain bin Hasan bin „Alī bin Abī Thālib.
192

 

Beliau dilahirkan di kota Gaza, tepatnya pada Jum‟at siang bulan Rajab 

pada tahun 150 H.
193

 Pada tahun inipula wafatnya Abū Hanīfah. Dan beliau wafat 

pada malam Jum‟at setelah salat Isya‟ di Mesir pada akhir bulan Rajab tahun 204 

H, dan saat itu beliau berumur 54 tahun dan beliau dikebumikan di suatu tempat 

yang bernama al-Maqtham.
194

 Beliau dibawa ibunya pindah ke kota Makkah pada 

saat berumur 2 tahun dan kota itulah beliau tumbuh dan mulai mempelajari ilmu 

agama.
195

 Imam Syāfi‟ī menikah dengan seorang wanita yang bernama Hamdah 

binti Nāfi‟ bin „Anbasah bin „Amr bin „Utsmān bin „Affān. Dan dari 
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pernikahannya tersebut beliau dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Abū Utsmān 

Muhammad bin Muhammad al-Syāfi‟ī, Abū Hasan Muhammad bin Muhammad 

al-Syāfi‟ī, Fāthimah dan Zainab.
196

 

Imam Syāfi‟ī dibesarkan di bawah asuhan ibunya dalam kedaan miskin dan 

yatim, dikarenakan pada saat beliau lahir ayahnya sudah wafat pada saat masih 

muda. Akan tetapi keadaan tersebut tidak membuatnya patah semangat dan putus 

asa, keadaan yang demikian malah membuat beliau semangat, gigih dan terus 

berusaha. Hal tersebut dibuktikan dengan pada saat beliau berumur 7 tahun, beliau 

telah hafal al-Qurān di bawah bimbingan gurunya yang bernama Ismāil bin 

Qusthantīn, seorang guru besar bidang ilmu al-Qur‟ān bagi masyarakat Makkah 

pada saat itu. Tak hanya itu guru-guru Imam Syāfi‟ī di kota Makkah banyak sekali 

di antaranya Sufyān bin „Uyaynah seorang ulama hadīts, Muslim bin Khālid al-

Zinjī seorang ulama fiqh, Sa‟īd bin Sālim al-Qaddāh, Daud bin „Abdurrahman al-

Athār, „Abdul Majīd bin „Abdul „Azīz Abū Daud dan masih banyak lagi.
197

  

Pada masa awal pendidikannya, Imam Syāfi‟ī lebih tertarik untuk 

mempelajari sastra Arab dan bait-bait syair. Beliau mempelajari dan menghafal 

syair-syair kabilah Hudzail, karena kabilah ini terkenal dengan kefasihan dan 

keindahan sastranya. Imam Syāfi‟ī mempelajari ilmu sastra dan bahasa selama 20 

tahun dan beliau berkata: “Aku mempelajari ilmu sastra dan bahasa hanya untuk 

membantuku dalam memahami fiqh”.
198
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Banyak sekali syair-syair yang telah keluar dari lisan Imam Syāfi‟ī. Syair-

syair beliau  pada saat ini telah dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang bernama 

“Dīwān al- Syāfi‟ī” dan tak hanya itu, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abī 

Bakar bin Khalkān banyak sekali menuliskan dalam kitabnya Wafiyyāt al-A‟yān 

Wa Abnā‟ Abnā‟ al-Zamān syair yang diriwayatkan dari al-Hāfidz Abū Thāhir al-

Salafī.  

Pada saat umur beliau 13 tahun, beliau telah hafal kitab hadīts al-Muwattha‟ 

karya Imam Mālik dan beliau ingin pergi ke kota Madinah untuk mentalaqqi 

hafalan yang ada dikepalanya langsung di depan hadapan Imam Mālik. Hal yang 

menakjubkan pun terjadi, pada awalnya Imam Mālik tidak percaya akan hal itu 

dikarenakan umur beliau pada saat itu masih sangat terlalu muda, Imam Mālik 

pun menyuruh beliau untuk mentalaqqikan hafalannya, tatkala Imam Mālik 

mendengar hafalan beliau, Imam Mālik pun terkagum-kagum karena kefasihan 

dan keindahan bacaanya. Dan Imam Syāfi‟ī belajar dengan Imam Mālik selama 

16 tahun dari tahun 163 H sampai 199 H.
199

 Selain belajar dengan Imam Mālik, 

beliau juga belajar dengan ulama-ulama lain, di antara Ibrāhīm bin Sa‟ad al-

Anshari, „Abdul „Azīz bin Muhammad al-Darawardī, Ibrāhīm bin Abī Yahyā al-

Aslamī, Muhammad bin Sa‟īd bin Abī Fudaik, „Abdullah bin Nāfi‟ al-Shāigh.
200

  

Pada tahun 184 H, beliau berangkat ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu 

di sana. Beliau belajar dengan Muhammad bin al-Hasan teman Abū Hanīfah 

pencetus mazhab Hanafī. Bersamanya beliau mempelajari seluruh karangangan 

kitab Muhammad bin al-Hasan. Dan tak hanya itu, beliau pun sangat dalam 
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mempelajari mazhab Abū Hanīfah. Selain belajar dengan Muhammad bin al-

Hasan, beliau juga belajar dengan ulama‟-ulama‟ Baghdad antara lain, Waqī‟ bin 

al-Jarrāh, „Abdul Wahhāb bin „Abdul Majīd al-Tsaqafī, Abī Usāmah Hammād bin 

Usāmah al-Kūfī,  Ismāīl bin Ulayyah dan keempat guru-gurunya tersebut adalah 

huffādz hadīts-hadīts Rasulullah S.A.W.
201

 

 

2. Pola Pemikiran dan Metode Istidlāl Imam Syāfi’ī. 

Dalam perkembangan ilmu ushūl al-Fiqh, dikenal adanya dua aliran. Aliran 

yang pertama ialah Syāfi‟īyyah dan Jumhūr al-Mutakallimīn. Dan yang kedua 

ialah aliran Fuqahā‟. Aliran yang pertama membangun ushūl fiqh mereka dengan 

secara teoritis tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furū‟. Dalam membangun 

teori, aliran ini menerapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik naqlī 

maupun berbagai mazhab, sehingga teori tersebut adakalanya sesuai dengan teori 

furū‟ adakalnya tidak. Sedangkan aliran yang kedua ialah yang dianut oleh 

ulama‟-ulama‟ yang bermazhab Hanafī. Aliran ini membangun teori ushūl al-

Fiqhnya dipengaruhi oleh masalah-masalah furū‟. Artinya, mereka tidak 

membangun suatu teori kecuali telah melakukan analisis terhadap masalah-

masalah furū‟ yang berlaku dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan teori 

tersebut, apabila terjadi pertentangan antara kaidah hukum dan furū‟ yang ada, 

maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum furū‟ tersebut.
202

 

Imam Syāfi‟ī dikenal sebagai seorang ulama‟ yang bergelar rihālah fi 

thalabi al-fiqh (orang yang berkelana untuk menuntut ilmu fiqh). Di antara kota 
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dan negeri yang beliau pernah kunjungi antara lain, Makkah, Madinah, Irak, 

Yaman dan Mesir. Hal inilah yang membuat pengetahuan beliau dalam ilmu 

agama, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Beliau menyaksikan sendiri 

kehidupan masyarakat perdesaaan dan masyarakat perkotaan seperti di Irak dan 

Yaman. Dan hal inilah salah satu faktor yang membuat beliau memiliki dua 

pandangan atau pendapat, yaitu qaul al- qadīm (paendapat yang lama) dan qaul 

al- jadīd (pendapat yang baru). Qaul al- qadīm terdapat dalam kitabnya al-Hujjah 

yang beliau tulis di Irak, sedangkan qaul al- jadīd terdapat dalam kitabnya al-

Umm yang beliau tulis di Mesir. 

Adanya dua pandangan dan pendapat ini, maka diperkirakan bahwa situasi 

tempat pun turut mempengruhi ijtihād Imam Syāfi‟ī. Keadaan di Irak dan di Mesir 

sangat berbeda sehingga membawa pengaruh kepada ijtihād dan pendapat-

pendapat Imam Syāfi‟ī.
203

 

Dalam menetapkan hukum, Imam Syāfi‟ī berpegang pada al-Qur‟ān, al- 

sunnah, ijmā‟ dan qiyās. Hal ini beliau tegaskan didalam kitab ushūl fiqhnya al-

Risālah: 

نْ َ ُ وَْ  
َ
ظٍَ   

َ
ثًَ ا لَيَْ  ٱ

َ
حُ الْعِلِْ  اَْ ََ ُ  أ حِ الْعِلِْ  وَ صِ ٍّ وْ ظَُ َ   إِ ٍّ ِ ْ  صِ ٍّ

َ
فِِ شَ ئٍْ ظَلٍّ   

وِ الْ َِ ةسِ  :فِِ 
َ
وِ اِْ ْ َةاِ   

َ
وِ ا سَّ ٍّحِ   

َ
.اْ لِذَةبِ  

204
  

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal ini haram 

kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah  al-Kitāb (al-

Qur‟an), as-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyās…” 

 

1. Al-Qur’ān dan al-Sunnah. 
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Imam Syāfi‟ī menempatkan al-Qur‟ān dan al-Sunnah berada dalam satu 

tingkatan. Beliau menempatkan al-sunnah sejajar dengan al-Qur‟ān, karena 

menurut beliau, al-sunnah banyak memiliki peran sebagai penjelas al-Qur‟ān 

dalam hal-hal yang bersifat mujmal (global). Akan tetapi, kekuatan al-Sunnah 

secara terpisah tidak sekuat al-Qur‟ān. Al-Sunnah adalah ucapan, perbuatan, sifat 

dan persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W merupakan wahyu  

yang turun dari Allah S.W.T. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T: 

ذَۡ وَى   يَ ِ ُ  عَِ  وَ َ ة ٞ يوُحَۡ  ٣ ٱ    ٤  إنِذۡ ُ وَ إِ ٍّ وحَۡذۡ
“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa 

nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya)” (Q.S. Al- Najm: 3-4). 

 

Dalam pelaksanaanya, Imam Syāfi‟ī menempuh cara, bahwa apabila dalil di 

dalam al-Qur‟ān sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadīts 

mutawātir. Jika tidak ditemukan dalam hadīts mutawātir ia menggunakan khabar 

āhād. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba 

untuk menetapkan hukum berdasarkan dzhāhir al-Qur‟ān atau al- Sunnah secara 

berturut. Dengan teliti beliau mencari mukhashshish dari al-Qur‟ān dan al- 

Sunnah. Dan apabila beliau tidak menemukan dzhāhir al-Qur‟ān dan al- Sunnah 

serta mukhashshishnya, maka beliau akan mencari apa yang pernah dilakukan 

Rasulullah S.A.W atau keputusaanya. Kalau tidak ditemukan juga, maka ia 

mencari lagi bagaimana pendapat ulama‟ sahabat. Jika ditemukan ada ijmā‟ dari 

mereka tentang hukum masalah yang dihadapinya, maka hukum itulah yang 

beliau gunakan. Akan tetapi beliau mensyaratkan hendaklah seluruh para sahabat 

sepakat atas hukum tersebut, namun apabila ada di antara para sahabat yang 



 

berbeda pendapat, maka Imam Syāfi‟ī akan mentarjīhkan dengan dalil yang 

lain.
205

 Selanjutnya, apabila setelah menempuh seluruh cara-cara yang telah 

disebutkan di atas namun tidak diketmukan dalil nashnya, maka beliau 

mempunyai prinsip dalam mazhabnya yaitu: 

ةِ ااٍَّعْ ِيِ ُ  ْ لَ فِِ ا مََْ ةرٍّ
َ
ثةَظَحُ وَ اٱْ ْ لَ فِِ ا مََْ ةفعِِ اَْ ِ

َ
نٍّ اٱْ

َ
 206

. 
“Bahwa hukum asal pada sesuatu yang ada manfaatnya hukumya adalah boleh 

dan hukum asal pada sesuatu yang ada kejelekan/bahaya maka hukumnya adalah 

dilarang”. 

Akan tetapi, Imam Syāfi‟ī dalam menggunakan khabar āhād dalam 

beristidlāl, beliau menetapkan beberapa syarat dalam mengunakan khabar āhād 

sebagai berikut: 

1) Perawinya tsiqqah (terpercaya) dan terkenal jujur dalam perkataannya. 

2) Perawinya berakal dan memahami apa yang diriwayatkannya. 

3) Perawinya dhābith. 

4) Perawinya mendengarkan sendiri hadīts itu dari orang yang 

menyampaikannya. 

5) Perawinya tidak menyalahi hadīts yang diriwayatkan oleh para ahli dalam 

bidang hadīts.
207

 

2. Ijma’. 

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila para mujtahid bersepakat atas 

suatu pendapat pada kehalalan atau keharaman, boleh dan tidak boleh, atau pada 
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satu perbuatan yang disertai keridhaan dari mereka serta bersandarkan dari nash, 

maka hal tersebut menjadi sebuah ijma‟.
208

 

Dalam mazhab Syāfi‟ī bahwa tidak dapat dikatakan ijma‟ kecuali 

berdasarkan dari suatu dalil, baik dalil tersebut diketahui atau tidak. Dan yang 

dimaksud dalil itu ialah dalil akal dalam hukum-hukum, nash al-Qur‟ān dan al- 

Sunnah, perbuatan dan persetujuan Rasulullah S.A.W dan qiyās.
209

 

Imam Syāfi‟ī hanya mengambil ijma‟ bayānī dalam dasar hukum dan 

menolak ijma‟ sukūtī. Alasannya karena ijma‟ bayānī merupakan kesepakatan 

yang berdasarkan nash dan berasal dari seluruh mujtahid secara jelas dan tegas. 

Sedangkan ijma‟ sukūtī bukanlah kesepakatan seluruh mujtahid, karena suatu 

perkataan/pendapat tidak dinisbatkan kepada orang yang diam, karena diamnya 

seseorang terkadang mengandung kemungkinan bahwa ia setuju dan 

kemungkinan ia tidak berijtihad dengan kejadian yang ada.
210

 

3. Qiyās.  

Dalam menjadikan qiyās sebagai dasar hukum, Imam Syāfi‟ī memiliki 

pandangan yang berada di tengah-tengah. Beliau tidak memberatkan dalam qiyās 

seperti Imam Mālik dan tidak mempermudah seperti Imam Abū Hanīfah. Karena 

itu Imam Syāfi‟ī memiliki pandangan bahwa qiyās mempunyai kedudukan yang 

penting dalam „amaliyah al-Fiqhiyyah. Sehingga beliau menjadikan qiyās dan 

ijtihād dengan satu arti. Hal ini beliau tegaskan dengan pernyataannya: 
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211 الَْ َِ ةسُ  اَْ ِصْذَِ ةدُ 
. 

“Ijtihād adalah qiyās” 

Imam Syāfi‟ī adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyās dengan 

patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid 

sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyās dalam berijtihad, namun belum 

membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad 

secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui 

mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Sebagai dalil penggunaan 

qiyās, Imam Syāfi‟ī mendasarkan pada firman Allah S.W.T yang berbunyi: 

َ ة َّ 
َ
أ ِي َ  يَ  طِ عُواْ ٱٱٍّ

َ
طِ عُواْ   للهَ  اَاَ ُ وٓاْ  

َ
وِْ  ٱ  ٍّسُوَ   وَ 

ُ
 ذۡ ِ  وَ 

َ ذُ ذۡ فِِ ٱٱذۡ ۖۡ فَإنِ دنََ  عَذۡ  ِ  لُ ذۡ
وهُ إلََِ  اٖ فَُ دَّ ِ ُ ونَ بِ ٱ  ٍّسُو ِ  وَ   للهِ شََذۡ ذـۡ وَذۡ ِ  وَ   للهِ ٱ إنِ ُ  ذُ ذۡ دُ َ  ٱٱِ  ِِۚ  ٱٱذۡ ظذۡ

َ
ٞ وَ   نُ  ذَ  كَِ َ  ذۡ

ويًِ  
ذۡ
  ٥٩دَ 

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Nisā‟: 59). 

Imam Syāfi‟ī menjelaskan bahwa maksud kalimat “kembalikan kepada 

Allah dan rasulnya” yaitu qiyāskanlah kepada salah satu dari al-Qur‟ān dan al- 

Sunnah. 

3. Karya dan Murid Imam Syāfi’ī serta Perkembangan Mazhabnya. 

Yāqūt al-Hamuwī menghitung karya-karya Imam Syāfi‟ī mencapai 147 

kitab.
212
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Muhammad Abū Zahrah mengatakan dalam kitabnya Al-Syāfi‟ī Hayatu Wa 

Ashrihi Ārāuhu al-Fiqhiyyah bahwasannya kitab-kitab Imam Syāfi‟ī terbagi 

menjadi dua bagian:  

a. Kitab atau karya beliau yang ditulis dan dinisbahkan kepadanya, seperti: al-

Umm, al-Risālah, Ikhtilāf al-„irāqiyyīn, Ikhtilāf Mālik dan Ikhtilāf „Alī Wa 

„Abdullah Ibn Mas‟ūd. 

b. Kitab atau karya beliau yang dinisbahkan kepada murid-muridnya, seperti 

kitab ringkasan dari fatwa dan pendapat Imam Syāfi‟ī, yaitu kitab 

Mukhtashar al-Buwaithī dan Mukhtashar al-Muzinī.
 213

 

Berdasarkan pembagian di atas maka jelaslah bahwa kitab yang ditulis 

langsung oleh Imam Syāfi‟ī, isi dalam kitab itu, teks, makna, susunan kata dan 

disusun dengan sistematika penulisan dari diri pribadi beliau. Sedangkan, kitab 

yang dinisbahkan kepada murid-muridnya merupakan ringkasan dan pemahaman 

yang didengar oleh murid-murid beliau pada saat proses belajar dan mengajar. 

Dan isi, makna dan teks yang ada didalam kitab itu merupan dari pribadi murid-

muridnya. 

 Adapun kitab-kitab yang beliau tulis sendiri yaitu: 

a. Al-Risālah al-Qadīmah yaitu yang dikenal dengan kitab al-Hujjah. 

b. Al-Risālah al-Jadīdah. 

c. Ikhtilāf al-Hadīts. 

d. Ibthāl al-Istihsān. 

e. Ahkām al-Qur‟ān. 
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f. Bayādh al-Fardh. 

g. Shifah al-Amr Wa al-Nahyī. 

h. Ikhtilāf al-Mālik Wa al-Syāfi‟ī. 

i. Ikhtilāf al- „Irāqiyyīn. 

j. Ikhtilāf Muhammad bin Husain. 

k. Fadhāil al-Quraisī. 

l. Al-Umm. 

m. Kitāb al-Sunan. 

Murid-murid Imam Syāfi‟ī banyak sekali dan berasal dari penjuru dunia dan 

merekalah yang memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam penyebaran 

mazhab yang beliau bangun. Murid-murid beliau, sebagian mereka ada yang 

menyebarkan mazhabnya ke Baghdad, Irak, Khurasan hingga ke Mesir. Adapun 

murid-murid beliau yang terkenal antara lain, Abū „Abdillah Ahmad bin Hanbal, 

Abū Ibrāhīm Ismā‟īl bin Yahya al-Muzinī (264 H), Abū Muhammad Rabī bin 

Sulaimām al-Marādī (270 H), Abu Ya‟qūb Yūsuf  bin Yahyā al-Buwaithī (232 H), 

Abū Hafsh Harmalah bin Yahyā bin „Abdullah (243 H), „Abdullah bin Zubair al-

Hamidī (219 H) dan masih banyak lagi.
214

 

Berkat jasa-jasa murid-murid Imam Syāfi‟ī yang berasal dari penjuru dunia, 

maka tersebarlah mazhab beliau diseluruh dunia. Di antara negara yang menganut 

mazhab Imam Syāfi‟ī antara lain: Syam, Mesir, Hijaz, Irak, Khurasan dan 

termasuk Negara Indonesia.
215

 Kalau kita melihat praktik ibadah dan muamalah di 
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Muhammad bin Umar bin Husain al-Rāzi, Op.Cit., h. 48. 
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Bahri Ghazali, Djumaris, Op.Cit.,  h. 80. 



 

Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syāfi‟ī. Hal ini disebabkan 

karena beberapa faktor: 

a) Adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan di antara kaum muslimin 

ada yang melaksanakan ibadah haji, sebagian mereka ada yang bermukim 

disana untuk menuntut ilmu. Guru-guru mereka adalah ulama‟-ulama‟ yang 

bermazhab Syāfi‟ī dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan 

dan menyampaikan ilmunya. 

b) Hijrahnya kaum muslimin dari Hadramaut Yaman ke Indonesia merupakan 

salah satu faktor tersebarnya mazhab Syāfi‟ī. Ulama‟ dari Hadramaut Yaman 

adalah bermazhab Syāfi‟ī. 

c) Pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan 

dan menetapkan mazhab Syāfi‟ī menjadi haluan hukum di Indonesia. 

d) Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama‟ yang bermazhab 

Syāfi‟ī, karena belum ada yang lainya.
216

 

4. Pendapat Imam Syāfi’ī Tentang Zakat Bagi Harta Piutang. 

Berkaitan dengan zakat harta piutang, para ulama‟ kontemporer 

mengklasifikasikan zakat dengan akad sosial, seperti infāq, shadaqah, hibah dan 

lain sebagainya. Dalam kajian mazhab Syāfi‟īyyah berpendapat bahwa harta 

piutang yang berada di tangan dan kekuasaan orang lain wajib dikeluarkan 

zakatnya pada setiap tahunnya. Karena menurut beliau, harta piutang yang ada 

pada genggamam atau kekuasaan orang lain, harta tersebut masih berstatus milk 

al-tām (kepemilikan sempurna atau penuh). Karena pada hakikatnya harta tersebut 
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Huzaemah Tahido Yanggo, Op.Cit., h. 136. 



 

merupakan milik pemberi hutang walaupun harta tersebut tidak ada pada 

genggaman dan kekuasaannya karena pada hakikatnya sejumlah harta piutangnya 

akan dikembalikan kepadanya. Hal ini sebagaimana yang  Imam Syāfi‟ī tegaskan 

dalam kitab al-Umm, yang telah dicantumkan pada bab I. Dalam hal ini Imam 

Syāfi‟ī bersandarkan kepada ayat al-Qur‟ān yang berbunyi: 

َ   ِِ  ذۡ َ َ  َحةٗ ُ َ ّ ُِ ُ  ذۡ وَ ُ  ذۡ   ذۡ
َ
  ١٠٣ ...دَُ ّ ِ ِ    ِ  ذۡ  

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka...”(Q.S. Al-

Taubah: 103). 

 

Dan hal inipun sesuai dengan qāidah ushūl yang berbuyi: 

جَتِ  .الَعِْْ َةُ ثعُِمُوِْ  ا لٍّفِْ  َ  ِ ُلُوِْ  ا سٍّ
217 

“Yang menjadi perhatian dalam menentukan hukum keumuman suatu lafaz bukan 

karena kekhususan suatu sebab”. 

 

Berdasarkan penjelasan dari seorang muhadits, faqīh dan ushūlī  Abū 

Muhammad „Alī bin Ahmad bin Sa‟id bin Hazm al-Andalūsī mengatakan dalam 

kitabnya al-Muhallā bi al-Atsār, bahwa yang dimaksud dengan piutang dalam 

pendapat Imam Syāfi‟ī di atas adalah piutang yang berada dalam genggaman dan 

kekuasaan orang yang orang membenarkan piutang itu, dapat dipercaya dan 

berusaha untuk melunasinya, yaitu piutang marjū al-adā‟. Akan tetapi apabila 

piutang tersebut merupakan piutang ghairu marjū al-adā‟ yaitu piutang yang 

berada di bawah kekuasaan orang yang mengakui piutang itu, akan tetapi sulit dan 

menunda-nunda untuk pembayaran atau orang yang  menyangkal/mengingkari, 

maka piutang semacam ini tidak wajib wajib dikeluarkan zakatnya.
218

 Hal ini 
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Abdul Wahhāb Khallāf, Op.Cit., h. 108. 
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Abū Muhammad „Alī bin Ahmad bin Sa‟id bin Hazm al-Andalūsī, Al-Muhallā Bi al-

Atsār, Juz IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 2002), h. 222. 



 

berdasarkan kepada hadīts-hadīts yang diriwatkan oleh para sahabat, antara lain 

yaitu: 

ْ ُ  َ َ َ لِ ئٍْ :ِ ْ  طَ ِيِْ  اثِِ  صَُ يشَْ  َةَ  َ نَ سَعِ ُْ  بُْ  ا مَْسَ ٍّتِ َ ُ وُْ    إذَِا َ نَ ااٍّ
دَااُ زََ دِ ِ فَإنِْ َ نَ َ َ َ عُْ مٍ فَ َ زََ ةَ  ِ ْ ِ ظَتٍَّّ يََُْ جَ َ َ لُوْنُ عَلَ ْ ِ 

َ
َ عَلََّ َ ةظِجِ ِ  

نِْ َ الٍّتَِّ َ َ خْ  .زََ ةُ ا سِّ
219 

Diriwayatkan dari sanad Ibn Juraij berkata, bahwa Sa‟id bin Musayyab berkata: 

Apabila piutang ada pada orang yang maka diwajibkan bagi pemilik piutang 

untuk mengeluarkan zakatnya, namun apabila piutang ada pada orang yang 

maka tidak diwajibkan zakat padanya sampai menggenggam piutangnya dan 

haruslah ia mengeluarkannya setiap tahun-tahun yang telah lalu. 

نٍُّ   َةَ    للهِ ِ ْ  طَ ِيِْ  عَجِْ  
َ
ْ وَالَلُْ  ِ ْ  ظَوٍْ  إلَِِ ظَوٍْ  َ مَة َ نَ فِِ  : ثِْ  عُمََ  أ

َ
وْا   زَ َّ

يِْ يلُْْ  وَ َ ة َ نَ ِ ْ  دَيِْ  ظُُ وْنٍ فََ  زََ ةَ  ِ ْ ِ 
َ
دَيِْ  زَِ حٍ  فَةصْعَلوُْهُ ثمَِنِْلِحَِ ِ ة َ نَ فِِ أ

.ظَتٍَّّ يِْ جَِ ُ  َ ةظِجُ ُ 
220
  

Diriwayatkan dari sanad „Abdullah bin „Umar, bahwasannya beliau berkata: 

Keluarkanlah zakat harta kalian setiap tahunnya, harta piutang yang ada pada 

orang yang dapat diharapkan pembayarnnya maka jadikanlah piutang itu seperti 

harta yang ada di dalam genggamanmu. Dan harta piutang yang ada pada orang 

yang tidak diharapakan pelunasannya, maka tidak ada zakat di dalamnya sampai 

pemilik piutang tersebut menggenggamnya. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Persamaan Pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī Tentang Zakat 

Harta Piutang. 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada BAB sebelumnya, maka kita 

dapat mengetahui persamaan antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī. Persamaan 

pendapat antara kedua imam mazhab ini adalah:  

Pertama. Kedua imam mazhab ini memiliki pendapat bahwa harta piutang yang 

wajib dikeluarkan zakatnya adalah piutang yang bersifat marjū al-adā‟. 

Sedangkan, piutang yang bersifat ghairu marjū al-adā‟ tidak diwajibkan untuk 

mengeluarkan zakatnya.  

Kedua, Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī memiliki pendapat yang sama yaitu, zakat 

baru wajib dikeluarkan apabila harta tersebut telah mencapai nishāb (bulūgh al- 

nishāb).  

Ketiga, Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī memiliki pendapat yang sama yaitu, zakat 

baru wajib dikeluarkan apabila harta tersebut berstatus al-milk al-tām 

(kepemilikan sempurna) dan tidak wajib dikeluarkan apabila harta tersebut 

berstatus milk al-nāqishah (kepemilikan yang lemah). 

Keempat, Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī memiliki pendapat yang sama yaitu, 

zakat baru wajib dikeluarkan apabila harta tersebut merupakan al-māl al-nām 

(hartanya berkembang), seperti hewan ternak yang dapat melahirkan, buah-

buahan dan biji-bijian yang akan menuai panen, perniagaan yang terus berputar, 

maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya.  



 

B. Perbedaan Pendapat Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī Tentang Zakat 

Piutang. 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada SUB BAB sebelumnya, maka akan 

kita dapati beberapa perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī 

dalam zakat harta piutang. adapun perbedaan pendapat antara kedua imam 

mazhab tentang zakat piutang adalah sebagai berikut: 

Pertama. Menurut pandangan Imam Mālik, bahwa seseorang tidak diwajibkan 

untuk mengeluarkan zakat bagi harta piutang. Menurutnya, harta piutang adalah 

harta yang berada di tangan dan di bawah kekuasaan orang lain bukan di tangan 

atau kekuasaan pemiliknya, karena pemiliknya tidak dapat menggunakan, 

mengelola atau mentransaksikan hartanya apabila harta tersebut berada dalam 

kekuasaan dan gengggaman orang lain akan tetapi harta itu dimanfaatkan dan 

digunakan orang lain. Karenanya harta tersebut tidak termasuk dalam status al-

milk al-tām (kepemilikan sempurna). Ketidakwajiban untuk mengeluarkan zakat 

pada harta piutang, beliau telah menegaskan dalam kitabnya al-Muwattha‟. 

Berseberangan dengan pendapat Imam Mālik, menurut Imam Syāfi‟ī bahwa 

apabila seseorang memiliki piutang yang ada di genggaman atau kekuasaan orang 

lain, maka harta itu wajib dizakati setiap tahunnya. Perbedaan pendapat ini 

dikarenakan Imam Syāfi‟ī memiliki pandangan tersendiri dalam mengartikan milk 

al-tām. Menurut beliau, harta piutang yang ada pada genggamam atau kekuasaan 

orang lain, harta tersebut masih berstatus milk al-tām (kepemilikan sempurna atau 

penuh). Karena pada hakikatnya harta tersebut merupakan milik pemberi hutang 

walaupun harta tersebut tidak ada pada genggaman dan kekuasaannya. 



 

Kedua. Imam Mālik juga beristidlāl dengan mengqiyāskan piutang dengan zakat 

tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Artinya, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan 

baru wajib dikeluarkan zakatnya setelah waktu panen, begitupun dengan piutang, 

baru wajib dikeluarkan zakatnya ketika harta itu telah ada pada genggamannya.  

Selanjutnya, Imam Syāfi‟ī dalam mewajibkan zakat atas harta piutang beliau 

beristidlāl dengan mengqiyāskannya dengan zakat tijārah (harta perniagaan). 

Artinya, apabila seseorang yang memiliki harta perniagaan atau barang titipan 

yang berada di tangan orang lain wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut beliau, 

seluruh ulama‟ sepakat bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 

adalah harta yang yang dihasilkan dari perniagaan walaupun harta perniagaan 

tersebut terkadang hanyalah berbentuk nominalnya saja dan tidak ada bentuk 

fisiknya. Dan alasan beliau dalam hal ini adalah karena pemilik piutanglah yang 

memiliki harta tersebut, sedangkan penghutang hanya menikmati dan 

menggunakan harta pinjaman yang sebenarnya harta itu bukanlah miliknya dan 

yang nantinya harus ia kembalikan kepada pemiliknya. Oleh sebab itu harta 

tersebut masih tetap berstatus al-milk al-tām (kepemilikan yang sempurna). Hal 

ini sebagaimana telah beliau tegaskan di dalam kitab al-Umm. 

Ketiga, Imam Mālik berpendapat bahwa bagi harta piutang hanya diwajibkan satu 

kali zakat saja apabila harta piutang tersebut telah ia terima dari penghutang. 

Sedangkan pendapat Imam Syāfi‟ī berpendapat bahwa harta piutang wajib 

dikeluarkan zakatnya di setiap tahunnya walaupun harta tersebut dalam kuasa 

orang lain dan seakan akan harta piutang itu berada dalam kuasanya. 



 

C. Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī 

Tentang Zakat Piutang. 

 

Sebagaimana yang telah tertulis pada BAB I, Syekh Muhammad al-Madanī 

dalam bukunya asbāb ikhtilāf al-fuqahā‟, membagi sebab-sebab ikhtilāf itu 

kepada empat macam, yaitu: 

5. Pemahaman al-Qur‟ān dan al- Sunnah Rasulullah S.A.W. 

6. Sebab-sebab khusus tentang al-  Sunnah Rasulullah SAW. 

7. Sebab-sebab yang bekenaan dengan qāidah-qāidah ushūliyyah atau fiqhiyyah. 

8. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur‟ān dan 

al- Sunnah Rasulullah S.A.W. 

Berdasarkan pembagian di atas, selanjutnya penulis akan menguraikan penyebab 

yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tersebut. 

Adapun penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut: 

Pertama. Perbedaan antara kedua imam mazhab dalam memahami al-Qur‟ān dan 

qāidah-qāidah ushūliyyah atau fiqhiyyah. Perbedaan ini disebabkan perbedaan 

dalam memahami ayat al-Qurān dalam surat al-Taubah ayat 103. Menurut Imam 

Mālik bahwa ayat tersebut menunjukkan „umūm al-lafdz (keumuman lafaz). Dan 

alasan beliau tentang ketidakwajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta piutang 

setiap tahunnya adalah kekhususan sebab. Menurutnya, wurūd al‟ām (keumuman 

suatu lafaz) dapat dibatasi dengan kekhususan suatu sebab, yaitu piutang. 

Sedangkan menurut Imam Syāfi‟ī, keumuman ayat itulah  yang mewajibkan untuk 

mengeluarkan zakat bagi siapun yang merdeka, memiliki kepemilikan penuh dan  

harta tersebut mencapai nishāb. Dan berdasarkan ayat di atas pula menurut Imam 

Syāfi‟ī tidak ada pengkhususan harta, baik harta tersebut ada di dalam kekuasaan 



 

orang lain ataupun tidak. Dan Rasulullah S.A.W menyuruh para pekerjanya untuk 

mengambil harta zakat dari orang yang telah memenuhi syarat untuk 

mengeluarkan zakat tanpa adanya perintah untuk bertanya apakah orang tersebut 

memiliki hutang ataupun piutang, hal ini telah dijelaskan dalam beberapa hadīts. 

Dan berdasarkan ayat di atas pula beliau mewajibkan zakat atas harta orang gila 

dan anak kecil.  

Kedua. Perbedaan pandangan antara kedua imam mazhab dalam mengartikan milk 

al-tām. Menurut Imam Mālik, zakat wajib dikeluarkan apabila harta tersebut 

berstatus al-milk al-tām (kepemilikan sempurna) dan pengertian al-milk al-tām 

adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mentransaksikan dan mengelola 

apa yang dimiliki. Dan zakat tidak diwajibkan apabila kepemilikan itu berstatus 

milk al-nāqishah, yaitu seseorang tidak dapat mengelola dan dan mengambil 

manfaat dari hartanya. Dan hal ini berlaku pada harta piutang, walaupun dalam 

kepemilikan dari pemilik asli, akan tetapi ia tidak dapat mengelola dan mengambil 

manfaat dari hartanya dikarenakan harta tersebut berada di kekuasaan atau 

genggaman orang lain. Sedangkan dalam pandangan Imam Syāfi‟ī, al-milk al-tām 

(kepemilikan sempurna) siapa saja dapat menyandang status kepemilikan 

sempurna atau penuh. Hal ini beliau juga tegaskan bahwa orang gila (kurang 

waras) atau anak kecil pun mereka dapat menyandang status ini. Oleh sebab itu 

kewajiban untuk mengeluarkan zakat diwajibkan atas mereka. Dan menurut beliau 

hanya hamba sahaya yang tidak dapat menyandang kepemilikan sempurna, karena 

harta mereka adalah di bawah kepemilikan tuan atau majikannya (milk al-

nāqishah). 



 

Ketiga. Perbedaan antara kedua imam mazhab tentang al-maqīs „alaih (yang 

diqiyāskan kepadanya). Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Mālik dan Imam 

Syāfi‟ī dalam hal ini menggunakan metode istidlāl dengan qiyās. Imam Mālik 

tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya atas zakat harta 

piutang dengan mengqiyāskan zakat harta piutang dengan zakat tumbuh-

tumbuhan dan buah-buahan (al-zurū‟ wa al- tsimār). Sedangkan Imam Syāfi‟ī 

mewajibkan zakat atas harta piutang dengan mengqiyāskan zakat harta piutang 

dengan zakat perniagaan („urūdh al-tijārah). 

Keempat. Perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tentang rahasia dan 

tujuan zakat, apakah zakat merupakan suatu ibadah mahdhah (murni) seperti salat 

ataukah suatu hak yang wajib diberikan kepada mustahiq yang terdapat pada harta 

muzakī ?. Menurut Imam Mālik, zakat merupakan suatu hak (harta) untuk 

mustahiq yang melekat pada harta dan harus dikeluarkan oleh muzakī. Dan 

kaitannya dengan harta piutang ialah, bahwa pemilik harta piutang dianggap 

seperti seseorang yang sebagian hartanya hilang dan tidak di bawah kekuasaannya 

pada saat hartanya di dalam kekuasaan orang lain, oleh sebab itulah Imam Mālik 

tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas harta piutang. Dan alasan Imam 

Mālik tidak mewajibkannya adalah mempertimbangkan kemaslahatan pemberi 

hutang dari beberapa sisi yaitu, terkadang ia memberikan hutang dikarenakan 

untuk membantu dan menolong orang yang sedang membutuhkan tanpa 

mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan menurut Imam Syāfi‟ī, zakat 

merupakan suatu ibadah yang wajib dikeluarkan bagi seseorang yang telah 

memenuhi syarat dan rukun, oleh karenanya harta piutang merupakan hak dan 



 

milik dari pemilik aslinya dan wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat, 

sedangkan peminjam hanya memakai, menggunakan dan menikmati harta yang 

merupakan bukan hak dan miliknya. Menurut Imam Syāfi‟ī dalam masalah ini 

terjadi dua pertentangan antara hak Allah S.W.T dan hak manusia, sudah tentu 

hak Allah S.W.T yang lebih berhak untuk didahulukan. 

Kelima. Perbedaan pendapat antara kedua imam mazhab tentang objek zakat, 

apakah zakat berkaitan dengan „ain al-māl (wujud harta) ataukah berkaitan 

dengan dzimmah al-māl (tanggungan pemilik pada harta) ?. Menurut pendapat 

Imam Mālik, bahwa zakat berkaitan dengan „ain al-māl (wujud harta) bukan 

dzimmah al-māl (tanggungan pemilik pada harta). Kaitannya dengan piutang 

ialah, harta piutang baru diwajibkan untuk dikeluarkan apabila harta tersebut ada 

dan nampak wujudnya, sedangkan dalam harta piutang, bentuk dan wujudnya 

tidak ada pada kekuasaan pemiliknya akan tetapi berada pada kekuasaan 

peminjamnya. Dan Imam Syāfi‟ī berpendapat bahwa, zakat berkaitan dengan 

dzimmah al-māl (tanggungan pemilik pada harta) bukan pada „ain al-māl (wujud 

harta), walaupun harta piutang tidak ada bentuk dan wujudnya, tetapi harta 

tersebut dalam kekuasaan pemiliknya dan hak kepemilikannya berada dalam 

tanggungannya. Oleh sebab itu kewajiban untuk mengeluarkan zakat tetap 

melekat pada dirinya. 

 Berdasarkan pemaparan di atas dan terlepas dari perbedaan pendapat 

antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī, penulis lebih cenderung dan setuju terhadap 

pendapat Imam Syāfi‟ī yang mewajibkan zakat bagi harta piutang dengan 

beberapa alasan yang antara lain ialah:  



 

Pertama, al-Khurūj min al-Khilāf (keluar dari peselisihan). Pada alasan ini 

penulis bersandar kepada qāidah fiqh yang berbunyi:  

وَْ   وَ فِِ لَفٍْ   َ  ِ  اَْ ُـُ وْجُ ِ َ  اْ َِ ِ  ُ سْذَعَتٌّ 
َ
فَْ لُ  اَْ ُـُ وْجُ ِ َ  اْ َِ ِ   

َ
 وَ  

“Keluar dari suatu perselisihan itu dianjurkan. Dan dalam lafaz lain dikatakan: 

Keluar dari suatu perselisihan itu lebih mulia dan lebih baik ”. 
 

Kedua, mendahulukan kepentingan umum/orang banyak ketimbang kepentingan 

individual/pribadi. Sebagaimana diketahui bahwa zakat adalah suatu kewajiban 

atas seorang muslim yang memiliki kelebihan harta yang telah mencapai haul dan 

nishāb, kemudian harta tersebut akan didistribusikan kepada mustahiq (orang 

yang berhak menerimanya). Yang tujuannya antara lain untuk mensejahterakan 

dan menghilangkan kemiskinan di atas bumi ini dan mengangkat kesenjangan 

sosial antara orang yang hidup dengan serba kecukupan dan orang yang serba 

kekurangan. Sedangkan harta piutang merupakan harta seseorang yang dipinjam 

dan berada pada kuasa orang lain serta dirasakan manfaatnnya oleh orang lain 

tersebut.  

Berdasarkan pengertian keduannya maka penulis berkesimpulan bahwa 

dalam kaitannya dengan harta piutang adalah zakat untuk kepentingan mayoritas 

umat demi membangun kesejahteraan bersama sedangkan harta piutang 

merupakan hak atau kepentingan individual yaitu antara pemberi piutang dan 

penerima hutang dan dalam hal ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan 

kepentingan umat. Karena pada dasarnya dalam suatu perbuatan baik itu terbagi 

menjadi dua yaitu perbuatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelakunya dan 

dirasakan oleh orang lain disekitarnya dan perbuatan yang hanya dirasakan oleh 

pelakunya saja. Maka menurut penulis perbuatan yang manfaat serta kebaikannya 



 

dapat dirasakan oleh orang lain lebih dan mulia dibandingkan dengan perbuatan 

yang manfaatnya hanya dapat dirasakan pelakunya saja. Dalam ini penulis 

mengacu pada qāidah fiqh yang berbunyi: 
فَْ لُ ِ َ  الَْ ةاِِ 

َ
 ااٍَّفْعُ اَ مُْذَعَّ ِي  

“Manfaat yang dapat dirasakan orang banyak itu lebih baik dari pada manfaat 

yang dapat dirasakan oleh segelintir orang”. 

 

Dan qāidah fiqh yang senada juga ialah: 

حِ  َ حٌ َ َ ا مَْلْلَعَحِ اْ َة ٍّ حُ ُ َ  ٍّ  اَ مَْلْلَعَحُ العَْة ٍّ

“Kemaslahatan umum lebih didahulukan atas kemaslahatan yang khusus”. 

Ketiga, karena pemberi piutang merupakan kategori orang yang mampu dan kaya. 

Adapun kaitannya dengan harta piutang adalah bahwa pemberi hutang dapat 

dikatakan orang yang berkecukupan pada saat hartanya dipinjamkan untuk orang 

lain, tidaklah pemberi hutang memberikan pinjaman kepada penerima hutang 

kecuali ia dalam keadaan tidak berkecukupan. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

 

1. Persamaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat 

piutang yaitu, pertama, Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī berpendapat, 

bahwa piutang marjū‟ al-adā‟ merupakan piutang yang wajib 

dizakatkan, akan tetapi piutang ghairu marjū‟ al-adā‟ tidak wajib 

mengeluarkan zakatnya. Kedua, Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī 

berpendapat, bahwa zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki 

harta yang telah mencapai kadar nishāb. Ketiga, Imam Mālik dan Imam 

Syāfi‟ī berpendapat, bahwa zakat diwajibkan atas seseorang yang 

memiliki harta yang berstatus milk al-tām (kepemilikan sempurna atau 

penuh). Keempat, Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī berpendapat, bahwa 

zakat diwajibkan atas seseorang yang memiliki māl al-Nām (harta yang 

berkembang). 

2. Perbedaan pendapat antara Imam Mālik dan Imam Syāfi‟ī tentang zakat 

piutang yaitu, pertama, menurut pendangan Imam Mālik, bahwa 

seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi harta 

piutang. Karena harta piutang tidak termasuk dalam status al-milk al-

tām (kepemilikan sempurna). Sedangkan, menurut pendangan Imam 

Syāfi‟ī, bahwa pemilik piutang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 

untuk harta piutangnya. Karena harta piutang masih  termasuk dalam 

status al-milk al-tām (kepemilikan sempurna). Dan hanya hamba sahaya 



 

yang tidak dapat menyandang status ini. Kedua,  Imam Mālik 

beristidlāl dengan mengqiyāskan piutang dengan zakat tumbuh-

tumbuhan dan buah-buahan. Dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan 

baru wajib dikeluarkan zakatnya setelah waktu panen, begitupun 

dengan piutang, baru wajib dikeluarkan zakatnya ketika harta itu telah 

ada pada genggamannya. Sedangkan, Imam Syāfi‟ī mewajibkan zakat 

atas zakat piutang beliau beristidlāl dengan mengqiyāskannya dengan 

zakat tijārah (harta perniagaan). Dan harta perniagaan atau barang 

titipan yang berada di tangan orang lain wajib dikeluarkan zakatnya. 

Ketiga, Imam Mālik berpendapat bahwa bagi harta piutang hanya 

diwajibkan satu kali zakat saja apabila harta piutang tersebut telah ia 

terima dari penghutang. Sedangkan pendapat Imam Syāfi‟ī bahwa harta 

piutang wajib dikeluarkan setiap tahunnya, berbeda dengan pendapat 

Imam Mālik yang mewajibkannya hanya sekali saja ketika ia telah 

menerima piutangnya. 

3. Penyebab yang melatarbelakangi perbedaan antara Imam Mālik dan 

Imam Syāfi‟ī yaitu:  

Pertama. Perbedaan antara kedua imam mazhab dalam memahami al-

Qur‟ān dan qāidah-qāidah ushūliyyah atau fiqhiyyah. Kedua. 

Perbedaan pandangan antara kedua imam mazhab dalam mengartikan 

milk al-tām. Ketiga. Perbedaan antara kedua imam mazhab tentang al-

maqīs „alaih (yang diqiyāskan kepadanya). Keempat. Perbedaan 

pendapat antara kedua imam mazhab tentang rahasia dan tujuan zakat, 



 

apakah zakat merupakan suatu ibadah mahdhah (murni) seperti salat 

ataukah suatu hak yang wajib diberikan kepada mustahiq yang terdapat 

pada harta muzakī ?. Kelima. Perbedaan pendapat antara kedua imam 

mazhab tentang objek zakat, apakah zakat berkaitan dengan „ain al-māl 

(wujud harta) ataukah berkaitan dengan dzimmah al-māl (tanggungan 

pemilik pada harta) ?. 

B. Saran. 

1. Hendaklah para pengelola zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) kiranya mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang zakat secara terperinci. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 memberikan wewenang untuk 

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat hanya kepada 

BAZNAS. Dan dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan secara 

umum bahwa zakat itu dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan 

sesuai dengan syariat Islam, sedangkan kedua imam mazhab ini merupakan 

rujukan syariat Islam. 

2. Agar harta zakat dapat dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan secara 

optimal, kiranya BAZNAS mendata penghasilan setiap warga Indonesia 

dalam hal ini dapat berkerjasama dengan Menteri Perpajakan Indonesia. 

Dan tidak hanya perseorangan warga Indonesia saja, badan hukum pun turut  

dapat diambil sebagian hartanya untuk dimasukkan kedalam harta zakat. 
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